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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  22 /G.TUN /  2011 /  PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  yang  memer iksa ,  

memutus ,  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  di  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te lah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te r sebu t  d i  bawah 

in i ,  da lam perkara  anta ra :

GEORGE ARNOLD AWI,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Pens iunan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS) ,  

Ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Abepanta i  Nomor  

60  Tanah  Hi tam,  Kelu rahan  Asano,  Dis t r i k  

Abepura ,  Kota  Jayapura   ;

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  Kuasanya  

Yul ianus  Yansen P. ,  S.H.  dan  Stephen  Jimmy,  

SH. ,  Keduanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat  dan  Asis ten  Advokat ,  

Ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Angsa  Nomor  18 

Ja lu r  I  Fur ia  Kotara j a ,  Kota  Jayapura ,  

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  te r t angga l  11  Apr i l  

2011  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PENGGUGAT;

M E L A W A N:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,  berkedudukan  di  

Ja lan  Sumatera  No.  14  Dok  IV ,  Kota  

Jayapura  ;

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  Masudin  

Sihombing,  S.H.  kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Kantor  

Hal .  1 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
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Per tanahan  Kota  Jayapura ,  bera lamat  di  Ja lan  

Sumatera  No.  14  Dok  IV ,  Kota  Jayapura ,  

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

135/SK- 91.71 /V /2011  tangga l  04  Mei  2011  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT;

2. SUWANDI  IBRAHIM,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

Swasta ,  ber tempat  t i ngga l  Kot i  No.  36,  

Kelu rahan  Numbay,  Dis t r i k  Jayapura  Sela tan ,  

Kota  Jayapura ;  

Dalam  perkara  in i  member ikan  kuasa  kepada  

James Simanjuntak ,  S.H.  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Advokat /Pengacara ,  

bera lamat  d i  Perumahan Jaya  Asr i  Blok  AC.  25 

Ent rop ,  Jayapura  Sela tan  –  Kota  Jayapura  

berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  te r t angga l  14  

Jun i  2011;   

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT I I  

INTERVENSI ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  te rsebu t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor:  22/PEN- DIS/201 1/P .TUN.JPR  te r t angga l  21 

Apr i l  2011  ten tang     Pemer iksaan  Perkara  dengan  Acara  

Biasa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor:  22/Pen.MH/2011 /P .TUN.JPR  te r t angga l  21  

Apr i l  2011   ten tang        Penunjukkan    Maje l i s    Hakim 

yang    Memer iksa   dan Mengadi l i   Perkara  ;  - - -

- Telah  membaca   Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

2
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22/Pen .PP/TUN/2011 /  P.TUN.JPR  te r t angga l  26  Apr i l  2011 

ten tang  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

22/Pen .HS/201 1/PTUN.JPR  te r t angga l  01 Jun i  2011 ten tang  

Har i  Sidang;  - - - - -

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor:  22/G.TUN/2011/PTUN.JPR 

tangga l  12  Ju l i  2011  ten tang  masuknya  Pihak  Ket iga  atas  

nama SUWANDI IBRAHIM dan mendudukannya  sebaga i  Tergugat  I I  

In te r vens i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  yang  bersangku tan  dengan  

perkara  in i  dan  mendengarkan  kete rangan  para  pihak  

dipe rs i dangan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l  19  Apr i l  2011  yang  d i t e r ima  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  tangga l  20  Apr i l  2011  

dengan  Regis te r  Perkara  Nomor:  22/G.TUN/2011/   PTUN.JPR 

te lah  mela lu i  Pemer iksaan  Pers iapan  gugatan  Penggugat  te lah  

disempurnakan  dan  di te r ima  Maje l i s  Hakim  tangga l  01  Jun i  

2011,  yang  is i  gugatannya  ada lah  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  yang  menjad i  obyek  gugatan  da lam  perkara  in i  

ada lah  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02168  te r t angga l  27  

Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  Kelurahan  Asano,  Sura t  

Ukur  No.55/Asano/2010  te r t angga l  21 September  2010  atas  

nama  SUWANDI  IBRAHIM,  yang  se lan ju t nya  disebu t  

Keputusan  Tergugat ;

Hal .  3 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor  02168  te r t angga l  

27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  

Ukur  No.55 /Asano /2010  te r t angga l  21 September  2010 atas  

nama  SUWANDI  IBRAHIM  te rsebu t ,  baru  dike tahu i  o leh  

Penggugat  pada  tangga l  21  Maret  2011,  saat  Penggugat  

membaca  jawaban  yang  disampaikan  oleh  SUWANDI IBRAHIM 

dkk,  dalam perkara  Perdata  No.121/PDT.G/2010 /PN- JPR di  

Pengad i l an  Neger i  Jayapura ;  

Dengan  demik ian  sesua i  keten tuan  Pasa l  55  UU Nomor  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  UU Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  UU Nomor  51  Tahun  2009  

Tentang  Perubahan  Kedua  UU Nomor  5  Tahun  1986,  gugatan  

Penggugat  in  casu  masih  da lam  tenggang  waktu  untuk  

menggugat ;  

3. Bahwa karena  i t u  Penggugat  kemudian  mendatang i  Kantor  

Badan  Per tanahan  Kota  Jayapura  (Terguga t )  d i  Jayapura  

untuk  meminta  bukt i  Keputusan  te rsebu t ,  namun Tergugat  

t i dak  mempunyai  i t i k ad  baik  untuk  member ikan  atau  

memper l i ha t kan  Ser t i f i k a t  No.  02168  te r t angga l  27  

Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  

Ukur  No.55 /Asano /2010  te r t angga l  21 September  2010 atas  

nama  SUWANDI  IBRAHIM  te rsebu t  ba ik  bentuk  as l i nya  

ataupun  sa l i nannya ,  o leh  karena  i t u  dengan  in i  kami  

mohon  kepada  yang  te rho rmat  Maje l i s  Hakim  pemer iksa  

perkara  in i  agar  memer in tahkan  Tergugat  untuk  

mengajukan  Keputusan  Tergugat  (yang  as l i )  dan  

menyerahkannya  dalam  pers idangan ;  

4. Bahwa berdasarkan  Pasa l  53  ayat  (1 )  UU Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  UU Nomor  9 Tahun  2004  dan  UU Nomor  

51 Tahun 2009,  Keputusan  Tergugat  berupa  Ser t i f i k a t  Hak 
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Mi l i k  Nomor:  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  

2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.55 /Asano /2010  

te r t angga l  21 September  2010 atas  nama SUWANDI IBRAHIM,  

te lah  sangat  merug ikan  kepent i ngan  Penggugat  oleh  

karena :

a. Penggugat  ada lah  pemi l i k  sah  atas  seb idang  tanah  adat  

se luas  2.937  M2 (dua  r i bu  Sembi lan  ra tus  t i ga  pu luh  

tu juh  meter  perseg i ) ,  yang  te rmasuk  bagian  dar i  tanah  

adat  AWIYO  MHO,  te r l e t a k  di  samping  Ja lan  Raya 

Abepanta i ,  Kelu rahan  Asano,  Dis t r i k  Abepura ,  yang  

Pengugat  pero leh /m i l i k i  secara  tu run - temurun  dalam 

s is t em  keondoaf i an  AWI  WARKE,  yang  dulunya  di :  

- Sebelah  uta ra  berba tasan  dengan  Ja lan  Raya 

Abepanta i ;  

- Sebelah  t imur  berba tasan  dengan  tanah  Adat  

Awiyo  Mho;  

- Sebelah  se la tan  berba tasan  dengan  tanah  Adat  

Awiyo  Mho;  

- Sebelah  bara t  berba tasan  dengan  tanah  Adat  

Awiyo  Mho;  

namun  sete lah  di j ua l  o leh  orang  –  orang  yang  t i dak  

berhak ,  batas  –  batasnya  sekarang  berubah  menjad i :  

- Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  Ja lan  Raya 

Abepanta i ;  

Hal .  5 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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- Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  tanah  adat  

Andi  Masrapa;  

- Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan  tanah  adat  

Fredr i k  Pai runan ;  

- Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  Ja lan  

Kompleks  BTN  Pemda  Kota  Jayapura ;  

b. Bahwa  te rnya ta  tanah  mi l i k  Penggugat  te r sebu t  te l ah  

di j ua l  o leh  HERODIA  AWINERO yang  secara  hukum  adat  

Naf r i  t i dak  berwenang  untuk  menjua l  tanah  te rsebu t  

kepada  SUWANDI IBRAHIM,  dan  karena  i t u  Penggugat  te l ah  

mengajukan  gugatan  perda ta  mengena i  hak  mi l i k  ke  

Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A  Jayapura  yang  te rda f t a r  

dengan  Regis te r  Perkara  Nomor:  121/Pdt .G /2010 /PN- JPR 

te r t angga l  22  Desember  2010,  dan  saat  in i  te l ah  

memasuk i  tahapan  jawab- menjawab  dan  sebenta r  lag i  

memasuk i  tahapan  pembukt i an ;  

5. Bahwa  sementara  perkara  perda ta  mengenai  hak  mi l i k  

sebaga imana  te rcan tum  dalam  gugatan  angka  4  po in  b 

dia tas  sedang  dipe r i k sa  di  Pengadi l an  Neger i  Klas  I  A 

Jayapura ,  te rnya ta  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  02168  te r t angga l  27  Januar i  

2011,  luas  2.937  M2,  Kelurahan  Asano,  Sura t  Ukur  

No.55 /Asano/2010  te r t angga l  21 September  2010  atas  nama 

SUWANDI  IBRAHIM,  dan  sebenta r  lag i  akan  dia l i h kan  

kepada  pihak  la i n  (p ihak  ket i ga ) ,  i t u  sebabnya  agar  

kepent i ngan  Penggugat  t i dak  semakin  d i rug i kan  mohon 

Maje l i s  Hakim  mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  atas  

keputusan  Tergugat  berupa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  

02168     te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

6
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Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.55/Asano/2010  te r t angga l  

21  September  2010  atas  nama  SUWANDI  IBRAHIM;  

6. Bahwa  Keputusan  Terguga t  berupa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  02167  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.55/Asano/2010  te r t angga l  

21  September  2010  atas  nama SUWANDI  IBRAHIM te rsebu t  

ada lah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ,  yakn i  pasa l  45  huru f  e  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  24  Tahun  1997  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  yang  menyatakan  dengan  tegas  

bahwa:  “Kepa la  Kanto r  Per tanahan  menolak  untuk  

melakukan  pendaf ta ran  pera l i han  atau  pembebanan  hak,  

j i ka  sa lah  satu  syara t  d ibawah  in i  t i dak  dipenuh i  …..  

(e )  tanah  yang  bersangku tan  merupakan  obyek  sengke ta  di  

Pengad i l an ” .  Hal  te rsebu t  d ika renakan :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Penggugat  te lah  menyampaikan  Sura t  

Kebera tan  kepada  Tergugat  untuk  Tidak  

Menerb i t kan  Ser t i f i k a t  sebanyak  2  (dua)  ka l i ,  

yakn i :  Sura t  Kebera tan  Nomor  05/SK/KABA/XI I / 2010  

te r t angga l  8  Desember  2010  yang  te l ah  di te r ima  

oleh  oleh  Tergugat  tangga l  8  Desember  2010  dan  

Sura t  Kebera tan  Nomor  08/SK/KABA/XI I / 2010  

te r t angga l  22  Desember  2010  yang  te l ah  d i t e r ima  

oleh  oleh  Tergugat  tangga l  23  Desember  2010;  

- Bahwa  Penggugat  te lah  mendaf ta r kan  gugatan  

perda ta  d i  Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A Jayapura  

pada  tangga l  22  Desember  2010  dengan  Regis te r  

perkara  Nomor.121 /Pd t .G /2010 /PN- JPR  anta ra  

GEORGE ARNOLD  AWI  melawan  SUWANDI  IBRAHIM,  

HERODIA  AWINERO  dan  OBETH  AWINERO,  namun 

Tergugat  te tap  t i dak  menghi raukan  Kebera tan  

Penggugat  te rsebu t  dan  jus t r u  menerb i t kan  

Keputusan  Tergugat  incasu ,  o leh  karena  i t u  maka 

Hal .  7 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  02168  te r t angga l  27  

Januar i  2011,  luas        2.937  M2,  Kelurahan  

Asano,  Sura t  Ukur  No.55 /Asano /2010  te r t angga l  21 

September  2010  atas  nama SUWANDI  IBRAHIM yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  ada lah  ber ten tangan  

dengan  hukum  yang  ber laku  karena  i t u  harus  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah ;  

7. Bahwa  penerb i t an  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  02168  

te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  Kelurahan  

Asano,  Sura t  Ukur  No.55/Asano/2010  te r t angga l  21  

September  2010  atas  nama SUWANDI  IBRAHIM,  atas  tanah  

mi l i k  Penggugat  ada lah  t i dak  sesua i  dengan  prosedur  

fo rma l  atau  t i dak  prosedura l  karena  t i dak  melakukan  

penetapan  batas  b idang  tanah  berdasarkan  penun jukan  

batas  o leh  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangku tan  

dan  dise tu j u i  o leh  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang  

berba tasan ,  kemudian  t i dak  d i l akukan  pengukuran  dan  

pemasangan  tanda- tanda  batas  atas  tanah  yang  

bersangku tan ,  ha l  in i  ada lah  melanggar  keten tuan  Pasal  

17  dan  18  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997 

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,  maka  dengan  demik ian  

penerb i t an  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  02168  te r t angga l  

27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  

Ukur  No.  55/Asano/2010  te r t angga l  21  September  2010  

atas  nama  SUWANDI  IBRAHIM  oleh  Terguga t  adalah  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  perundangan  yang  bers i f a t  

prosedura l / f o rma l .  I t u  sebabnya  berdasarkan  Pasa l  53  

ayat  (2 )  huru f  a  UU Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  

dengan  UU Nomor  9 Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  UU 

Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  ta ta  Usaha  Negara  

dan  UU Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  UU 

Nomor  5  Tahun  1986,  maka  Keputusan  te rguga t  berupa  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  02168  te r t angga l  27  Januar i  

2011,  luas  2.937  M2,  Kelurahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.  

55/Asano /2010  te r t angga l  21  September  2010  atas  nama 
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SUWANDI  IBRAHIM te rsebu t  harus  d inya takan  bata l  atau  

t i dak  sah ;  

8. Bahwa  Keputusan  Terguga t  berupa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.  55/Asano /2010  

te r t angga l  21  September  2010  atas  nama SUWANDI IBRAHIM 

te rsebu t  ada lah  ber ten tangan  dengan  hukum  dan  t i dak  

mencerminkan  penye lenggaraan  Negara  berdasarkan  asas-

asas  umum pemer in tahan  yang  ba ik  karena  t i dak  te r t i b  

admin is t r a s i  da lam melakukan  penye lenggaraan  Negara ,  in  

casu  admin is t r a s i  per tanahan .  Hal  te rsebu t  je l as  nyata  

te rbuk t i  karena ,  sebe lum  Keputusan  te rguga t  te rsebu t  

d i t e rb i t k an  pada  tangga l  27  Januar i  2011,  Penggugat  

te lah  leb ih  du lu  menyampaikan  Kebera tan  secara  te r t u l i s  

sebanyak  2  (dua)  ka l i ,  yakn i :  Sura t  Kebera tan  Nomor  

05/SK/KABA/XI I / 2 010  te r t angga l  8  Desember  2010  yang  

te lah  di t e r ima  oleh  oleh  Tergugat  tangga l  8  Desember  

2010  dan  Sura t  Kebera tan  Nomor  08/SK/KABA/XI I / 2010  

te r t angga l  22  Desember  2010  yang  te l ah  d i t e r ima  oleh  

oleh  Terguga t  tangga l  23  Desember  2010  yang  is i nya  

meminta  kepada  Tergugat  untuk  t i dak  menerb i t kan  

Ser t i f i k a t  atas  tanah  mi l i k  Penggugat  te rsebu t  yang  

te lah  di j ua l  – be l i kan  oleh  pihak  yang  t i dak  berhak  dan  

sementa ra  di i pe r ka rakan  d i  Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A 

Jayapura ,  akan  te tap i  Sura t  Kebera tan  te rsebu t  te rnya ta  

t i dak  dih i r aukan  dan  dipe r t imbangkan  sama seka l i  o leh  

Tergugat ,  padaha l  ha l  te rsebu t  te lah  membukt i kan  secara  

nyata  adanya  sengketa  atas  tanah  yang  hendak  

di t e rb i t k an  Ser t i f i k a t n ya  namun  Tergugat  te tap  

menerb i t kan  Ser t i f i k a t  atas  tanah  dimaksud,  ha l  in i  

menunjukan  bahwa penerb i t an  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  

02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.55/Asano/2010  te r t angga l  

21  September  2010  atas  nama  SUWANDI  IBRAHIM  t i dak  

didasarkan  atas  data  Yur id i s  dan data  Fis i k  yang  benar ,  

o leh  karena  i t u  Tergugat  te l ah  melanggar  asas  umum 

Pemer in tahan  yang  baik  utamanya  asas  Kecermatan  dan  
Hal .  9 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Kete l i t i a n ,  o leh  karena  i t u  penerb i t an  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  

2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.55 /Asano /2010  

te r t angga l  21  September  2010  atas  nama SUWANDI IBRAHIM 

harus  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah;  

9. Bahwa  oleh  karena  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  02168  

te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  Kelurahan  

Asano,  Sura t  Ukur  No.55/Asano/2010  te r t angga l  21  

September  2010  atas  nama  SUWANDI  IBRAHIM  atas  tanah  

obyek  sengketa  ada lah  cacat  hukum,  t i dak  sah  dan bata l ,  

maka  kepada  Terguga t  harus  d ihukum  untuk  mencabut  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  02168  te r t angga l  27  Januar i  

2011,  luas  2.937  M2,  Kelurahan  Asano,  Sura t  Ukur  

No.55 /Asano/2010  te r t angga l  21 September  2010 atas  nama 

SUWANDI  IBRAHIM;  

Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  hukum di  atas ,  kami  minta  

kepada  Maje l i s  Hakim  pemer iksa  perkara  in i  untuk  mengadi l i  

ser ta  memutus  sebaga i  ber i ku t :  - - - - -

1. DALAM  PENUNDAAN:  

1. Mengabulkan  Permohonan  Penundaan  Penggugat ;  

2. Memer in tahkan  Tergugat  dan/a tau  Pihak  Lain  Yang 

mendapat  hak  dar i  Terguga t  untuk  menunda  pelaksanaan  

ber lakunya  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  02168  te r t angga l  

27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  

Ukur  No.  55/Asano/2010  te r t angga l  21  September  2010  

atas  nama SUWANDI  IBRAHIM,  sampai  mempero leh  putusan  

yang  berkekua tan  hukum  te tap ;  

10
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2. DALAM  POKOK  PERKARA:  

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.  55/Asano /2010  

te r t angga l  21 September  2010 atas  nama SUWANDI IBRAHIM;  

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  

Nomor  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.  55/Asano /2010  

te r t angga l  21 September  2010 atas  nama SUWANDI IBRAHIM;  

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam  perkara  in i ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat   te lah  mengajukan  jawabannya  te r t angga l   28  Jun i  

2011 yang  is i  se lengkapnya   adalah  sebaga i  ber i ku t :  

I . DALAM EKSEPSI:  

*     Gugatan  Kabur  ( obscuur  l i be l s ) ;  

1. Bahwa  dalam  gugatan  halaman  2  poin t  4,  

Penggugat  mendal i l k an  bahwa  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  berupa  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  

No.  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  

2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  

No.55 /Asano/2010  te r t angga l  21 September  2010  

atas  nama  Suwandi  Ib rah im  te l ah  merug ikan  

kepent i ngan  Penggugat  ada lah  dal i l  yang  
Hal .  11 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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sangat  kabur  dan  t i dak  je l as  oleh  karena  

Penggugat  da lam  dal i l  po in t  4  a   ten tang  

batas - batas  bidang  tanah  yang  dida l i l k a n  

Penggugat  mi l i k  Penggugat  sangat  t i dak  

bersesua ian  dengan  bidang  tanah  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  02168  te r t angga l  27  Januar i  

2011,  luas  2.937  M2,  Kelurahan  Asano,  Sura t  

Ukur  No.55 /Asano /2010  te r t angga l  21 September  

2010  atas  nama Suwandi  Ib rah im  ( i n  casu  obyek  

gugatan) ;  

2. Bahwa  batas - batas  bidang  tanah  yang  

dida l i l k a n  Penggugat  ada lah :  

- Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  Ja lan  Raya 

Abepanta i ;  

- Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  tanah  adat  Andi  

Masrapa;  

- Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan  tanah  adat  

Fredr i k  Pai runan ;  

- Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  Ja lan  Kompleks  BTN 

Pemda  Kota  Jayapura ;  

Sedangkan  batas - batas  bidang  tanah  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  

2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.  

55/Asano /2010  te r t angga l  21  September  2010  atas  nama 

Suwandi  Ib rah im  ( in  casu  obyek  gugatan) ,  adalah :  

- Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  

12
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Ja lan  Raya  Abepanta i ;  

- Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  

Sura t  Ukur  Nomor  137/2001  M.  1456 ;  

- Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan  

tanah  adat ;  

- Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  

tanah  adat ;  

3. Bahwa  oleh  karena  le tak  b idang  tanah  yang  

maksudkan  Penggugat  da lam  gugatan  sangat  

t i dak  je l as  dan  t i dak  bersesua ian  dengan  

bidang  tanah  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  02168  

te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.  55/Asano /2010  

te r t angga l  21  September  2010  atas  nama 

Suwandi  Ib rah im  ( in  casu  obyek  gugatan) ,  maka 

fak ta  hukum  te lah  te rnya ta  bahwa  Penggugat  

sama  seka l i  t i dak  ada  kepent i ngan  yang  

di rug i kan  dengan  di te rb i t k annya  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  berupa  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  

No.  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  

2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.  

55/Asano /2010  te r t angga l  21  September  2010  

atas  nama  Suwandi  Ib rah im  oleh  Tergugat ;  

4. Bahwa  dengan  t i dak  je l asnya  da lam  hal  mana 

kepent i ngan  Penggugat  te lah  di rug i kan  dengan  

di t e rb i t k annya  ser t i p i k a t  in  casu ,  maka 

gugatan  in i  menjad i  sangat  kabur  dan  sangat  

t i dak  je l as ;  

Hal .  13 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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I I .  DALAM POKOK PERKARA:  

1. Bahwa secara  tegas  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  

Penggugat  yang  te l ah  disampaikan  dalam  gugatannya ,  

kecua l i  yang  diaku i  secara  tegas  dan  je l as  da lam 

pers idangan ;  

2. Bahwa apa  yang  te l ah  dikemukakan  dalam ekseps i  k i r anya  

te ru l ang  lag i  d is i n i  dan  menjad i  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dar i  jawaban  pokok  perkara ;  

3. Bahwa  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  02168  te r t angga l  27  Januar i  

2011,  luas  2.937  M2,  Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.  

55/Asano /2010  te r t angga l  21  September  2010  atas  nama 

Suwandi  Ib rah im   yang  menjad i  obyek  gugatan  Penggugat  

ada lah  Ser t i p i k a t  yang  di te rb i t k an  Terggugat  dengan  

proses  Penegasan  Hak Atas  Tanah bekas  tanah  mi l i k  adat ;  

4. Bahwa da lam prosesnya  diawa l i  dengan  adanya  Permohonan  

Hak  yang  dia jukan  o leh  Saudara  Suwandi  Ib rah im  

te r t angga l  7  September  2010  yang  dise r t a i  dengan  

dokumen  bukt i  penguasaan  hak  atas  bidang  tanah  ya i t u  

berupa :  

1) .  Akta  Jua l  Bel i  yang  dike lua rkan  oleh  Kepala  Wilayah  

Kecamatan  Abepura  se laku  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  

Max M. E.  Olua,  S.Sos ,  ya i t u  Jua l  Bel i  atas  seb idang  

tanah  adat  dar i  Ny.  HERODIA AWI NERO sebaga i  pemi l i k  

hak  adat  atas  tanah  kepada  Suwandi  Ib rah im ;  

2) .  Sura t  Pernya taan  Pelepasan  hak  atas  tanah  Tangga l  

24  Maret  2010  ya i t u  Pelepasan  Hak  atas  seb idang  

tanah  adat  dar i  Ny.  HERODIA AWI NERO sebaga i  pemi l i k  
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hak  adat  atas  tanah  kepada  Suwandi  Ib rah im ;  

3) .  Sura t  Pernya taan  Tangga l  07  September  2010  yang  

dibua t  o leh  Suwandi  Ib rah im ;  

4) .  KTP  Pemohon;  

5. Bahwa  atas  permohonan  te rsebu t  te l ah  d i l akukan  

pembayaran  biaya  proses  pengukuran  pada  tangga l  21  

Apr i l   2010  dengan  kwi tans i  pembayaran  Nomor  2926/2010  

berdasarkan  Sura t  Per in t ah  Setor  Nomor  1994/2010  

Tangga l  15  September  2010;  

6. Bahwa sete lah  proses  pembayaran  biaya  pengukuran ,  o leh  

Petugas  Ukur  Terguga t  te l ah  melakukan  pengukuran  ke  

lapangan  dan  dar i  has i l  ukur  d i t uangkan  da lam  Sura t  

Ukur  Nomor  55/Asano /2010  Tangga l  21  September  2010;  

7. Bahwa  dar i  has i l  pengukuran  di l apangan  di  ketemukan  

fak ta  bahwa  b idang  tanah  yang  dimohon  oleh  Jasmani  

dengan  batas - batas :  

-   Sebelah   Utara   berba tasan   dengan  Ja lan  Raya 

Abepanta i ;  

-   Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan  Sura t  Ukur  No.  

137/2001  M.  1456;  

-   Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  Tanah  Adat ;  

Hal .  15 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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-   Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  Tanah  Adat ;  

8. Bahwa  proses  permohonan  hak  oleh  Suwandi  Ib rah im  

kemudian  di l an j u t k an  dengan  di l akukan  Pemer iksaan  dan  

Penel i t i a n  Data  Yur id i s  dan Data  Fis i k  o leh  Tim Pani t i a  

“A”  dan  d i t uangkan  ke  dalam Ber i t a  Acara  Pemer iksaan ;  

9. Bahwa  sete lah  di l akukan  Pemer iksaan  oleh  Tim  Pani t i a  

“A”  d i l an j u t k an  dengan  d iadakannya  Pengumuman  Data  

Fis i k  dan  Data  Yur id i s  se lama  60  (enam  pu luh)  har i  

secara  ber tu ru t - tu ru t  ya i t u  mela lu i  Ber i t a  Acara  

Pengumuman Nomor:  600/76 /P /BPN Tangga l  22 Nopember  2010  

pada  papan  pengumuman Kantor  Per tanahan  Kota  Jayapura  

dan  Kanto r  Kelu rahan  Asano;  

10. Bahwa dar i  has i l  pengumuman se lama 60 (enam pu luh )  har i  

secara  ber tu ru t - tu ru t ,  maka oleh  Kepala  Kelu rahan  Asano  

te lah  mengesahkan  has i l  pengumuman dengan  Ber i t a  Acara  

Nomor  593/04 ;  

11. Bahwa  da lam  rangka  Pendaf ta ran  Hak,  atas  has i l  

Pengumuman  Data  Fis i k  dan  Data  Yur id i s  oleh  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Jayapura  menerb i t kan  Ber i t a  

Acara  Pengesahan  Pengumuman Data  Fis i k  dan Data  Yur id i s  

ya i t u  dengan  Nomor  :  600/04 /BA/BPN Tangga l  24  Januar i  

2011;  

12. Bahwa  sete lah  di l akukan  Pembayaran  b iaya  Pendaf ta ran  

Hak,  maka  di l akukan  Pendaf ta ran  Hak  dengan  Hak  Mi l i k  

Nomor  :  02168  Tangga l  26  Januar i  2011;  

13. Bahwa  dar i  ura ian  proses  penerb i t an  dia tas  te l ah  

te rnya ta  bahwa  te l ah  memenuhi  prosedur  Pendaf ta ran  
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Tanah  seper t i  d ia tu r  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

24  Tahun  1997  ya i t u  anta ra  la i n  memenuhi  Pasa l  17,  

Pasa l  18,  dan  Pasa l  19  ten tang  Penetapan  Batas  Bidang-

Bidang  Tanah,  Pasal  20  ten tang  Pengukuran  Dan Pemetaan  

Bidang- Bidang  Tanah  dan  Pembuatan  Peta  Pendaf ta ran ,  

ser ta  Pasa l  22  ya i t u  ten tang  Pembuatan  Sura t  Ukur ,  

seh ingga  dal i l  gugatan  halaman  4  po in t  7  sangat  t i dak  

benar  dan  sudah  te rban tahkan ;  

14. Bahwa  da lam  proses  Pembukt i an  Hak  kepemi l i k an   juga  

te lah  mela lu i  proses  Pembukt i an  Hak Baru  seper t i  d ia tu r  

Pasa l  24  ayat  (1 )  dan  (2 ) ,  ser ta  untuk  proses  

Pengumuman  te l ah  di l aksanakan  seper t i  d ia tu r  da lam 

Pasa l  26  dan  Pasal  28  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 

Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah;  

15. Bahwa  apa  yang  dida l i l k a n  Penggugat  pada  halaman  3 

poin t  angka  5 yakn i  permin taan  Penggugat  untuk  Maje l i s  

Hakim  mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  sangat  t i dak  

bera lasan   hukum oleh  karena  dar i  s is i  yur id i s  fo rma l  

seper t i  te lah  Tergugat  ura i kan  dalam  ekseps i  bahwa 

Penggugat  sama  seka l i  t i dak  ada  kepent i ngan  yang  

di rug i kan  dar i  Penggugat  ak iba t  penerb i t an  ser t i p i k a t  

in  casu  obyek  gugatan ;  

16. Bahwa te rhadap  da l i l  gugatan  halaman  3  po in t  angka  6,  

ha l  mana Penggugat  te l ah  menggunakan  Pasa l  45  huru f  e  

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  24  Tahun  1997  ada lah  

dal i l  yang  sangat  t i dak  mendasar  oleh  karena  Penggugat  

penggunaan  dasar  hukum yang  ke l i r u  dan  sangat  t i dak  

re levan  dengan  penerb i t an  ser t i p i k a t  in  casu ;  

17. Bahwa dasar  hukum Pasa l  45 huru f  e Pera tu ran  Pemer in tah  

RI  Nomor  24 Tahun 1997 adalah  sama seka l i  t i dak  te rka i t  

Hal .  17 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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dengan  prosedur  penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.55/Asano/2010  te r t angga l  

21  September  2010  atas  nama  Suwandi  Ib rah im ,  o leh  

karena  Pasa l  45  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  24 Tahun  

1997  khusus  mengatu r  ten tang  Pendaf ta ran  Pera l i han  dan  

Pembebanan  Hak dan bukan  prosedur  penerb i t an  ser t i p i k a t  

baru ;  

18. Bahwa  te rka i t  dengan  sura t  masuk  Penggugat  per iha l  

kebera tan  atas  proses  penser t i p i k a t an  hak  atas  tanah  

atas  nama Suwandi  Ib rah im  per lu  Tergugat  je l askan  bahwa 

sesungguhnya  Penggugat  memasukan  sura t  kebera tan  sudah  

se jak  bulan  Agustus  2010  mela lu i  sura t  masing- masing  

te r t angga l  18  Agustus  2010  dan  sura t  te r t angga l  24  

Agustus  2010;  

19. Bahwa   sesua i  d ia tu r  da lam Pasa l  27 ayat  (1 ) ,  ayat  (2 )  

dan  ayat  (3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  24  Tahun  

1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,  se jak  Penggugat  

memasukan  sura t  kebera tan  te r t angga l  18  Agustus  2010,  

Tergugat  sudah  menyarankan  kepada  Penggugat  bahwa 

segera  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  oleh  karena  

dar i  upaya  Tergugat  untuk  memper temukan  pihak - p ihak  

guna  menyelesa ian  secara  musyawarah  atas  kebera tan  

Penggugat  se la l u  t i dak  menemui  penye lesa ian  sampai  

te rakh i r  da lam  per temuan  pada  tangga l  15  Oktober  2010  

anta ra  Penggugat  dengan  pihak  yang  melepaskan  hak  atas  

tanah  dalam ha l  in i  p ihak  Ny.  Herod ia  Awi  Nero  beser ta  

pihak  Suwandi  Ib rah im  namun  dalam  per temuan  te rsebu t  

kembal i  t i dak  menemui  penye lesa ian  secara  musyawarah  

oleh  karena  kembal i  p ihak  Penggugat  t i dak  menghad i r i  

rapa t  per temuan;  

20. Bahwa   upaya  Tergugat  untuk  menyarankan  Penggugat  

mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  dalam  kurun  waktu  90  
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(Sembi lan  puluh  har i )  sete lah  dih i t ung  se jak  tangga l  

sura t  18 Agustus  2010 sampai  dengan  tangga l  18 Nopember  

2010  te rnya ta  Penggugat  t i dak  mengajukan  gugatan ;  

21. Bahwa hal  mana Penggugat  t i dak  mengajukan  gugatan  ke  

Pangad i l an  te lah  dibuk t i k an  dengan  adanya  sura t  

permohonan  Kepala  Suku Awi  Nero  kepada  Ketua  Pengadi l an  

Neger i  Klas  I  A Jayapura  per iha l  mohon jawaban  ten tang  

ada  t i daknya  perkara  perda ta  yang  te rda f t a r  te rka i t  

adanya  sengketa  p ihak  Penggugat  dengan  pihak  Ny.  

Herod ia  Awi  Nero  te rnya ta  mela lu i  Sura t  Keterangan  

Ketua  Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A  Jayapura  Nomor  

W30.U1/582 /HK.09 ,01 /X I I / 2 010  tangga l  10  Desember  2010  

yang  menerangkan  bahwa t i dak  ada perkara  yang  te rda f t a r  

anta ra  pihak  Penggugat  dengan  pihak  Suku  Awi  Nero  

ataupun  pihak  Suwandi  Ib rah im ;

22. Bahwa  dar i  ura ian  jawaban  Tergugat  te rka i t  sura t  

kebera tan  Penggugat  d ia tas  seka l i gus  te l ah  membantah  

dengan  tegas  dal i l  gugatan  Penggugat  ha laman  4  poin t  

angka  8  te rka i t  da l i l  ber ten tangan  dengan  asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik  oleh  karena  t i dak  te r t i b  

admin is t r a s i  dalam  melakukan  penye lenggaraan  Negara ;  

23. Bahwa  dar i  jawaban  Tergugat  sed ik i t p un  t i dak  ada  

ind i kas i  te l ah  melawan asas  asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  khususnya  yang  dida l i l k an  Penggugat  yakn i  asas  

Kecermatan  dan Kete l i t i a n ,  o leh  karena  dar i  uru t - uru tan  

prosedur  dan  upaya  penye lesa ian  sengketa  yang  te l ah  

di l akukan  Terguga t  semuanya  sudah  berdasarkan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ;  

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  yang  te l ah  Tergugat  

sampaikan  ba ik  da lam  Ekseps i  maupun  dalam  Pokok  Perkara ,  

kami  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  memutus  
Hal .  19 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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perkara  in i  sebaga i  ber i ku t :  

I .    DALAM EKSEPSI :  

a. Mengabulkan  Ekseps i  Terguga t ;  

b. Menyatakan  gugatan  yang  dia jukan  kabur  ( obcuur  

l i be l s ) ;  

I I .   DALAM POKOK PERKARA:  

1. Mener ima  se lu ruh  jawaban  Tergugat ;  

2. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  

3. Menyatakan   bahwa   perbua tan   Tergugat  menerb i t k an  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  02168  te r t angga l  27  Januar i  

2011,  luas  2.937  M2,  Kelurahan  Asano,  Sura t  Ukur  

No.55 /Asano/2010  te r t angga l  21 September  2010  atas  nama 

Suwandi  Ib rah im ;  

4. Menghukum  penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  b iaya  

perkara  yang  t imbu l  sebaga i  ak iba t  adanya  gugatan  in i ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  dar i  p ihak  

ket i ga  yakn i ,  mela lu i  Sura t  Permohonan  tangga l  14  Jun i  2011  

yang  dida f t a r kan  pada  tangga l  15  Jun i  2011,  d imana  p ihak  

ket i ga  te rsebu t  te l ah  mengajukan  permohonan  untuk  bergabung  

dalam perkara  in i  maka berdasarkan  pasa l  83 ayat  (1 )  dan (2 )  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009  o leh  Maje l i s  Hakim  permohonan  te rsebu t  te lah  

dikabu l kan ,  sebaga imana  te lah  di te t apkan  dalam Putusan  Sela  

tangga l  12 Ju l i  2011 ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  jawabannya  

te r t angga l   19  Ju l i  2011 yang  is i  se lengkapnya   adalah  

sebaga i  ber i ku t :  
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DALAM EKSEPSI :  

1. PENGGUGAT BELUM BERKWALITAS  MENGAJUKAN GUGATAN:  

Bahwa sesua i  pasa l  53  ayat  1  UU No.  5  Tahun  1986  Jo  UU 

No.  9  Tahun  2004,  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

gugatan  dia j ukan  oleh  seseorang  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara ;  

Sebaga imana  dida l i l k a n  Penggugat  da lam  gugatannya  poin  

2,3 ,  dan  4,  bahwa  ten tang  kepemi l i k an  atas  obyek  tanah  

dar i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  02168  tangga l  27 Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  Sura t  

Ukur  No.  55/  Asano/  2010,  atas  nama  Suwandi  Ib rah im  

(  Terguga t  I I  In te r vens i  ) ,  masih  da lam  proses  

pemer iksaan  di  Pengad i l an  Neger i  Jayapura ,  dengan  

reg i s t e r  perkara  No.  121  /  Pdt .G /  2010/PN.JPR;  

Bahwa  oleh  karena  perad i l an  perda ta  masih  sedang  

ber langsung  di  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  dan  atau  belum 

ada  putusan  Pengadi l an  yang  mempunya i  kekuatan  hukum 

te tap ,  yang  menyatakan  tanah  objek  sengketa  (Ser t i f i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  02168)  sebaga i  mi l i k  Penggugat ,  maka 

Penggugat  be lum  mempunyai  dasar  hukum untuk  menyatakan  

tanah  obyek  ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  02168  sebaga i  

mi l i knya ,  dengan  demik ian  pula  Penggugat  be lum mempunyai  

dasar  hukum menyatakan  kepent i ngannya  di rug i kan  dengan  

di t e rb i t k annya  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  merupakan  

obyek  sengketa  dalam  perkara  in i ;  

Bahwa  oleh  karena  ten tang  hak  kepemi l i k an  atas  tanah  

obyek  ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor.  02168  masih  da lam 

proses  pemer iksaan  di  Pengad i l an  Neger i  Jayapura ,  maka 

mohon  maje l i s  hak im  pemer iksa  perkara  in i  membuat  

penetapan ,  ten tang  penundaan  pemer iksaan  perkara  in i ,  

h ingga  putusan  perad i l an  perda ta  yang  mengadi l i  ten tang  

hak  kepemi l i k an  obyek  tanah  Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k  No.  

02168   mempunyai  kekuatan  hukum te tap  dan  atau  set i dak -

t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

Hal .  21 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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di t e r ima ;  

2. GUGATAN  TIDAK  JELAS  ( OBSCUUR  LIBELS) ;  

Bahwa  gugatan  Penggugat  t i dak  je l as  (Obscuur  l i be l s )  

karena  batas - batas  tanah  yang  disebu tkan  dalam  gugatan ,  

berbeda  dengan  batas - batas  tanah  yang  te rdapa t  dalam 

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  merupakan  obyek  sengketa  

dalam  perkara  in i ;  

Dalam gugatan  Penggugat  po in  4,  menyatakan  obyek  sengketa  

dalam  perkara  in i  adalah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

berupa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor   02168  tangga l  27  

Januar i  2011,  luas  2.937  m2,  Sura t  Ukur  No.  55/  

Asano/2010  tangga l  21  September  2010,  atas  nama Suwandi  

Ib rah im ,  dengan  batas - batas  sekarang ;  

Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  Ja lan  Raya  Abepanta i ;  

Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  tanah  Andi  Masrapa;  

Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan  tanah  Fredr i k  Pai runan ;  

Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  Ja lan  Kompleks  BTN Pemda 

Kota  Jayapura ;

Padaha l  batas  -  batas  tanah  dalam  ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor   02168  ada lah ;

Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  Ja lan  Raya  Abe Panta i ;  
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Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  Sura t  Ukur  Nomor  137/2001  

M.  1456;  

Sebelah  Sela tan  berba tasan   dengan  tanah  adat ;  

Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  tanah  adat ;  

Bahwa  oleh  karena  batas - batas  tanah  dalam  gugatan  

Penggugat  berbeda  dengan  batas - batas  tanah  da lam 

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  02168,  maka tanah  yang  dik l a im  

Penggugat  sebaga i  mi l i knya  berbeda  dengan  tanah  yang  

dimaksud  dalam  obyek  tanah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  

02168,  seh ingga  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  

dengan  di te r b i t k annya  keputusan  ta ta  usaha  Negara  yang  

merupakan  obyek  sengke ta  dalam  perkara  in i ;  

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Bahwa  hal  –  ha l  yang  te ru ra i  pada  bag ian  ekseps i  

merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  hal  – 

ha l  yang  te ru ra i  pada  bag ian  pokok  perkara ;  

2. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  menolak  se lu ruh  dal i l -

da l i l  gugatan  Penggugat ,  kecua l i  yang  diaku i  secara  

tegas ;  

3. Terhadap  dal i l  gugatan  poin  1,  2,  3,  dan  4  dapat  

d i t anggap i  sebaga i  ber i ku t ;

Bahwa  sebaga imana  te lah  diu ra i kan  pada  bag ian  ekseps i ,  

da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  sangat  d i rug i kan  

kepent i ngannya   dengan di te r b i t k annya  keputusan  Tata  Usaha  
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Negara  berupa  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  02168  atas  nama 

Swandi  Ib rah im ,  be lum  berdasar  hukum,   karena  perad i l an  

perda ta  yang  mengadi l i  ten tang  hak  kepemi l i k an  atas  tanah  

obyek  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  obyek  

sengketa  dalam  perkara  in i ,  sebaga imana  dalam  reg i s t e r  

perkara   No.  121  /  Pdt .G  /  2010  /  PN.JPR di  Pengad i l an  

Neger i  Jayapura  masih  da lam  proses  pemer iksaan ;  

Bahwa  juga  batas - batas  tanah  dalam  gugatan  Penggugat  

berbeda  dengan  batas - batas  tanah  dalam  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor  02168,  maka  tanah  yang  d ik l a im  Penggugat  

sebaga i  mi l i knya  berbeda  dengan  tanah  yang  dimaksud  dalam 

obyek  tanah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  02168,  seh ingga  

Penggugat  t i dak  mempunya i  kepent i ngan  dengan  

di t e rb i t k annya  keputusan  ta ta  usaha  Negara  yang  merupakan  

obyek  sengketa  dalam  perkara  in i ;  

4. Terhadap  dal i l  gugatan  poin ,  5,6 ,7 ,  dapat  d i tanggap i  

sebaga i  ber i ku t ;  

Bahwa proses  penerb i t an  sura t  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

berupa  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor.  02168 atas  nama Suwandi  

Ib rah im  te lah  sesua i  dengan  prosedur  sebaga imana  dia tu r  

da lam Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997,  yakn i  ;  

- Sete lah  Terguga t  I I  In te r vens i  membel i  seb idang  

tanah  adat  dar i  Ny  Herod ia  Awinero ,  d ihadapan  

Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah,  Max  M.  E.  Olua,  

S.Sos . ;  

- Tergugat  I I  In te r vens i  mengajukan  permohonan  hak  

kepada  Tergugat  pada  tangga l  7  September  2010,  

dengan  melampi rkan  sura t  –  sura t ,  berupa ,  Akta  

Jua l  be l i ,  sura t  pernya taan  pe lepasan  hak  atas  
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tanah  adat  dar i  Ny.  Herod ia  Awinero  kepada  

Suwandi  Ib rah im ,  Sura t  Pernya taan  Tergugat  I I  

In te r vens i ,  KTP  Terguga t  I I  In te r vens i ;  

- Bahwa  kemudian  Tergugat  I I  In te r vens i  membayar  

biaya  pengukuran  pada  tangga l  7  September  2010;  

- Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat  melakukan  pengukuran  

di l apangan  dan  has i l  pengukuran ,  d i tuangkan  dalam 

sura t  ukur   nomor  55/  Asano/  2010  tangga l  21 

September  2010;  

- Bahwa  se lan ju t nya  di l akukan  pemer iksaan  dan  

pene l i t i a n  data  yur i d i s  dan  data  f i s i k  o leh  

Pani t i a  “A” ;  

- Bahwa  kemudian  Tergugat  mengumumkan  data  f i s i k  

dan  data  yur i d i s  se lama  60  har i ;  

- Bahwa  kemudian  Terguga t  I I  In te r vens i  membayar  

biaya  pendaf ta r an  hak  dan  Tergugat  menerb i t kan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  02168;  

Berdasarkan  rangka ian  prosedur  yang  te l ah  di l aksanakan  

dia tas ,  te l ah  nyata  bahwa  proses  penerb i t an  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  obyek  sengke ta  te lah  

memenuhi   prosedur  hukum  yang  di te t apkan  dalam  Pasal  

17,18 ,19 ,20 ,22 .  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun 1997;  

Bahwa da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  pada bulan   Agustus  

sampai  pada  bulan  Desember  2010  te l ah  mengajukan  

kebera tan  di  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  adalah  t i dak  
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benar ,  karena  dalam  sura t  kete rangan  Pengad i l an  Neger i  

Jayapura  pada  bulan  Nopember  dan  bu lan  Desember  2010  

menyatakan ,  t i dak  te rdapa t  nama George  Arno ld  Awi ,  Zeth  

Awinero ,  Herod ia  Awinero ,  Suwandi  Ib rah im ,  sebaga i  p ihak -

pihak  yang  berperka ra  di  Pengad i l an  Neger i  Jayapura ;  

Bahwa  dal i l  Penggugat  yang  menyatakan ,  Tergugat  

menerb i t kan  keputusan  ta ta  usaha  Negara  berupa  Ser t i f i k a t  

Hak Mi l i k  Nomor  02168  ber ten tangan  dengan  Pasa l  45 huru f  

e Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun  1997,  ada lah  t i dak  

tepa t ,  karena  Pasal  45  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  

Tahun  1997  adalah  ten tang  syara t   pembebanan  hak,  bukan  

ten tang  prosedur  penerb i t an  ser t i f i k a t  baru .  I t u  sebabnya  

dal i l  Penggugat   harus  d ikesampingkan ;  

5. Terhadap  dal i l  gugatan  poin  8,  9  dapat  d i t anggap i  

sebaga i  ber i ku t ;  

Bahwa  da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  berupa   Ser t i f i k a t  

Hak Mi l i k  Nomor  02168  atas  nama Suwandi  Ib rah im  melanggar  

Asas  Asas  Umum  Pemer in tahan  Yang  Baik ,  harus lah  

dikesampingkan  karena  sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  pada  

poin  4 jawaban  d ia tas ,  Tergugat  se laku  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  te l ah  melakukan  se lu ruh  prosedur  yang  di te t apkan  

dalam  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor.  24  Tahun  1997;  

Bahwa  kemudian   sura t  yang  dia j ukan   Penggugat  kepada  

Tergugat  hanya  berupa   sura t  kebera tannya  sa ja ,  t i dak  

pernah  melampi rkan  sura t  kete rangan  dar i  Pengad i l an  Neger i  

Jayapura  yang  menerangkan  Penggugat  te l ah  mengajukan  

gugatan  ke  Pengadi l an  Neger i  Jayapura  dan  juga  da lam 

perkara  perda ta  No.  121/  Pdt .G  /  2010  /  PN.JPR.  Terguga t  

bukan  lah  sebaga i  p ihak ,  seh ingga  da l i l  Penggugat  yang  

menyatakan  Tergugat  melanggar  Asas  Asas  Umum Pemer in tahan  

Yang  Baik  harus lah  d ikesampingkan ;  
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Bahwa dar i  ura ian  d ia tas  sangat  je l as  da l i l - da l i l  gugatan  

Penggugat  t i dak  berdasar  hukum,  seh ingga   permohonannya  

ten tang  penundaan,  dan  pet i t umnya  yang  menyatakan  bata l  

atau  t i dak  sah  keputusan  ta ta  usaha  Negara  yang  merupakan  

objek  sengke ta  dalam  perkara  in i ,  harus lah  di to l ak ;

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  dia tas  maka dengan  in i  kami  mohon 

kepada  Maje l i s  Hakim pemer iksa  perkara  in i  untuk  memutusakan  

sebaga i  ber i ku t ;  

DALAM EKSEPSI:  

1. Mener ima  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  

se lu ruhnya ;  

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  atau  

set i dak - t i daknya  menunda  pemer iksaan  perkara  in i ,  

h ingga  putusan  perad i l an  perda ta  No.  121/  Pdt .G  /  

2010  /  PN  JPR.  Mempunyai  kekuatan  hukum  te tap ;  

DALAM POKOK PERKARA: 

1.  Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara ;  

Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Tergugat  dan Tergugat  I I  

In te r vens i  te rsebu t ,  Penggugat  te l ah   mengajukan  rep l i k  

te r t angga l  02 Agustus  2011 dan  atas  Repl i k  Penggugat  

te rsebu t  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  

mengajukan  dup l i k  masing- masing  te r t angga l  08 Agustus  2011 

dan  09 Agustus  2011,  pada pokoknya  masing- masing  pihak  te tap  
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ber tahan  pada dal i l  gugatan  maupun jawabannya;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermete ra i  cukup  yang  dibe r i  

tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 16,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t :  

P–1:  Sura t  Pernya taan  Kepala - Kepala  Suku  Adat  dan  Tokoh-

Tokoh  Masyaraka t  Desa Naf r i  ten tang  Batas - batas  Tanah  

Adat  Asanodan  Hanyebhou,  te r t angga l  28  Agustus  1984,  

( fo t o  copy   sesua i  dengan  as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - -

P–2:  Sura t  Kete rangan  Kepala  Kepol i s i a n  Sekto r  Abepura  No.  

Pol :  SK/34/X /1995 / INTEL,  te r t angga l  9  Oktober  1995,  

( fo t o  copy   sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

P–3:  Sura t  Pernya taan  Pengakuan  Sta tus  Hak  Atas  Tanah  

Adat ,  te r t angga l  26 Okto ber  1995,   ( fo t o  copy  sesua i  

dengan as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–4:  Sura t  Kete rangan  Ahl i  War is ,  te r t angga l  26  Oktober  

1995,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

P–5:  Sura t  Pernya taan  Pengakuan  Sta tus  Hak Atas  Tanah  
Adat ,  te r t angga l  28 Okto ber  1995,   ( fo t o  copy  sesua i  
dengan as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–6:  Sura t  Penyerahan  Hak Warisan  Atas  Tanah dar i  Pewar i s  
kepada  Ahl i  Waris ,  te r t angga l  27 Okto ber  1995,   ( fo t o  
copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;

P–7:  Sura t  Pernya taan  Pencabutan  Tandatangan ,  te r t angga l  
17 Februar i  2004,   ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–8:  Keputusan  Musyawarah  Adat  Keondoaf i an  Warke ten tang  
Batas  Tanah Adat  Asyano  dan Hanyebohouw,  te r t angga l  6 
Maret  2004,   ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -

P–9:  Sura t  Pernya taan  Pencabutan  Tandatangan  oleh  El ia  
Fingkreuw  Dkk,  da lam sura t  pe lepasan  tanah  adat  
te r t angga l  20 Maret  2010 dar i  Sdr i  Herod ia  Awinero  
kepada  Suwandi  Ib rah im ,  te r t angga l  20 November  2010,  
( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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P–

10:  

Sura t  Pernya taan  Pengakuan  Keondoaf i an  Warke Kampung 
Nafr i  te r t angga l  17 Desember   2010,   ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  - - - - - - -

P–

11:  

Sura t  Pernya taan  Pengakuan  Keondoaf i an  Sembekra  
Kampung Naf r i  Dis t r i k  Abepura ,  te r t angga l  20 Desember  
2010,   ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

P–

12:  

Peta  Ulaya t  Suku Awi  Warke yang disahkan  Kepala -
Kepala  Suku Warke,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

13:  

Peta  Ulaya t  Suku Awi  Warke yang disahkan  Keondoaf i an  
Awi  Sembekra ,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

14:  

Sura t  Kuasa Hukum Penggugat ,  Nomor:  
07/SK/KABA/XI I / 2 010  te r t angga l  22 Desember2010  
per iha l  Mohon untuk  Tidak  Menerb i t kan  Ser t i p i k a t ,  
( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

15:  

Sura t  Kuasa Hukum Penggugat ,  Nomor:  
08/SK/KABA/XI I / 2 010  te r t angga l  22 Desember2010  
per iha l  Mohon untuk  Tidak  Menerb i t kan  Ser t i p i k a t ,  
( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

16:  

Buku agenda sura t  masuk,  ten tang  tanda  te r ima  
peng i r iman  sura t  ke Kepala  BPN Kota  Jayapura ,  sura t  
No.  07/SK/KABA/XI I / 2 010  dan sura t  No.  
07/SK/KABA/XI I / 2 010  yang di te r ima  tangga l  23 Desember  
2010,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  te rsebu t ,  Penggugat   juga  te lah  mengajukan  2  (dua  )  

orang  saks i  d i  pers idangan  yang  member i kan  kete rangannya  di  

bawah sumpah yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. SAKSI :  YAKOBA  TJOE,  S.H:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa saks i  saks i  mengetahu i  ada dua Ondoaf i  d i  Kampung 

Nafr i  ya i t u  Ondoaf i  Warke  dan  Ondoaf i  Sembekra  ;

- bahwa  Ondoaf i  Sembekra  ada lah  Ter i yanus  Awi  sedangkan  

Ondoaf i  Warke  ada lah  Penggugat  send i r i  ;
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- bahwa  seseorang  untuk  d iangka t  menjad i  Ondoaf i  ada lah  

berdasarkan  gar i s  ketu runan  ;

- bahwa  Ondoaf i  Warke  sebe lum  Penggugat  adalah  ayah  

Penggugat  bernama  Bapak  Enos  Awi  ;

- bahwa  Ondoaf i  Warke  sebe lum  Enos  Awi  ada lah  kakek  

Penggugat  bernama  Nadap  Awi  ;

- bahwa  lokas i  tanah  objek  sengketa  te r l e t a k  di  tanah  

adat  Awiyomho te r l e t a k  keondoaf i an  Warke  yang  dimi l i k i  

Penggugat  ;

- bahwa  batas - batas  tanah  objek  sengketa  Sebelah  Utara  

dengan  Ja lan  Raya  Abepanta i ,  sebe lah  Timur  dengan  

Andimasrapa ,  sebe lah  Sela tan  dengan  Freder i k  Pai runan  

dan  sebe lah  Bara t  dengan  ja l an  Naik  ke  Perumahan  

Wal iko ta  ;

- bahwa  pelepasan  tanah  oleh  masyaraka t  adat  (Warke)  

te tap i  pe lepasannya  tanpa  sepengetahuan  ondoaf i  Warke  

ada lah  t i dak  sah  ;

- bahwa  j i k a  ada  permasa lahan  te ru tama  menyangkut  tanah  

adat  d ise lesa i kan  mela lu i  s idang  adat  ;

- bahwa  perempuan  bisa  mendapat  hibah  bi l l a  d ia  beker j a  

untuk  suku  dan  hibanhya  harus  dike tahu i  o leh  ondoaf i  

yang  bersangku tan  ;

- bahwa  ada  5  Suku  di  keondoaf i an  Sembekra  ya i t u  Suku  

Uyo,  Tjoe ,  Awi ,  Fingkreuw  dan  Awinero  ;
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- bahwa ada  5  Suku  di  keondoaf i an  Warke  ya i t u  Suku  Awi ,  

Merahab ia ,   Waniyauw,  Taniyaouw  dan  Hanmebi  ;

2. SAKSI :  TEDDY  L.  MERAHABIA:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa saks i  adalah  Tokoh  masyaraka t  adat  d i  keondoaf i an  

Sembekra  ;

- bahwa  ada  2  keondoaf i an  di  Kampung  Naf r i  ya i t u  

Keondoaf i an  Warke  dan  Keondoaf i an  Sembekra  ;

- bahwa  pengangka tan  ondoaf i  berdasarkan  gar i s  

ketu runan  ;

 

- bahwa  Ondoaf i  Warke  sebe lum  Penggugat  adalah  ayah  

Penggugat  bernama  Bapak  Enos  Awi  ;

- bahwa  Ondoaf i  Warke  sebe lum  Enos  Awi  ada lah  kakek  

Penggugat  bernama  Nadap  Awi  ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  le tak  lokas i  tanah  objek  

sengketa  di  Kelu rahan  Asano  –  ping i r  Ja lan  Raya 

Abepanta i  ;

- bahwa  luas  tanah  objek  sengketa  ada lah  2.937  M2  ;

- bahwa  Herod ia  Awinero  masuk  dalam  keondoaf i an  Warke  ;

- bahwa tanah  objek  sengke ta  masuk  tanah  adat  Awiyomho ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

Hal .  31 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  22/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermete ra i  cukup  yang  dibe r i  

tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 18,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–1:  Sura t  Pernya taan  Pelepasan  Hak Atas  Tanah anta ra  
Herod ia  Awinero  sebaga i  p ihak  Per tama dengan Suwandi  
Ib rah im  sebaga i  Pihak  Kedua,  te r t angga l  20 Maret  
2010,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–2:  Sura t  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah Sementara  Dis t r i k  
Abepura  Nomor:  11/PPAT/AJB/VI I I / 2 010  tangga l  15 Jun i  
2010 per iha l  Permohonan Bal i k  Nama atas  seb idang  
Tanah Bekas  Mi l i k  Adat ,  lampi ran  Akta  Jua l  Bel i  No.  
11/PPAT/AJB/VI I I / 2 010  tangga l  15 Jun i  2010,  ( fo t o  
copy  dar i  fo to  copy) ;

T–3:  Sura t  Kete rangan  Kepala  Kelu rahan  Asano Nomor:  
593/131 /2010  tangga l  20 Maret  2010,  ( fo t o  copy  dar i  
fo to  copy) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–4:  Gambar  Si tuas i  Sementara ,  luas  tanah  82 m x 40 m,  
nama Pemi l i k  Suwandi  Ib rah im  yang  dibua t  o leh  Lurah  
Asano,  te r t angga l  20 Maret  2009,  ( fo t o  copy   dar i  
fo to  copy) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–5:  Sura t  Sdr .  Suwandi  Ib rah im  kepada  Kepala  Kanto r  
Per tanahan  kota  Jayapura  te r t angga l  07 September  2010  
per iha l  Permohonan Pengakuan  Hak,  ( fo t o  copy  sesua i  
dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

T–6:  Sura t  Pernya taan  An.  Suwandi  Ib rah im  se laku  pemohon 
pengukuran  dan pemi l i k  tanah  di  Kelurahan  Asano,  luas  
2.937  M2 te r t angga l  07 September  2010,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

T–7:  Sura t  Per in t ah  Setor  Nomor Berkas  Permohonan:  
1994/2010  tangga l  15 September  2010,  nama pemohon 
Suwandi  Ib rah im ,  sebesar  Rp.  624.800 , -  (enam ra tus  
dua puluh  empat  r i bu  delapan  ra tus  rup iah ) ,  ( fo t o  
copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

T–8:  Kwi tans i  Nomor:  2926/2010  dar i  Suwandi  Ib rah im  
sebesar  Rp.  624.800 , -  (enam ra tus  dua puluh  empat  
r i bu  delapan  ra tus  rup iah )  untuk  pembayaran  b iaya  
Kegia tan  Pelayanan  Pengukurn  dan Pemetaan  Bidang  
Tanah,  te r t angga l  07 September  2010,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–9:  Sura t  Ukur  Nomor:  55/Asano /2010 ,  tangga l  21 September  
2010 le tak  tanah  Kelurahan  Asano,  Dis t r i k  Abepura ,  
luas  2.937  M2,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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T–

10:  

Risa lah  Penel i t i a n  Data  Yur id i s  dan Penetapan  Batas ,  
Kelu rahan  Asano,  NIB:  01905,  An.  Suwandi  Ib rah im ,  
te r tangga l  24 Januar i  2011,  ( fo t o  copy   sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–

11:  

Pengumuman Data  Fis i k  dan Data  Yur id i s  nomor :  
600/7 6/P /BPN tangga l  22 November  2010,  An.  Suwandi  
ib rah i n ,  luas  2.937  M2,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -

T–

12:  

Ber i t a  Acara  Nomor:  593/0 4,  tangga l  22 Januar i  2011  
dar i  Kepala  Kelu rahan  Asano ten tang  t i dak  ada  
kebera tan /guga tan  pihak  la i n  te rhadap  bidang  tanah  
An.  Suwandi  Ib rah im ,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–

13:  

Ber i t a  Acara  Pengesahan  Pengumuman dan Data  Yur id i s  
Nomor:  600/0 4/BA/BPN An.  Suwandi  Ib rah im  tangga l  24 
Januar i  2011,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–

14:  

Sura t  Per in t ah  Setor  Nomor Berkas  Permohonan:  
Manual /2011 ,  nama pemohon Suwandi  Ib rah im ,  sebesar  
Rp.  50.000 , -  ( l ima  puluh  r ibu  rup iah )  untuk  
pembayaran  b iaya  Kegia tan  Pelayanan  Pendaf ta ran  Hak 
Untuk  per tama ka l i ,  te r t angga l  25 Januar i  2011 ( fo t o  
copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–

15:  

Kwi tans i  Nomor:  414/2011  dar i  Suwandi  Ib rah im  sebesar  
Rp.  50.000 , -  ( l ima  puluh  r ibu  rup iah )  untuk  
pembayaran  b iaya  Kegia tan  Pelayanan  Pendaf ta ran  Hak 
Untuk  per tama ka l i ,  te r t angga l  25 Januar i  2011 ( fo t o  
copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–

16:  

Sura t  Seto ran  Bea Pero lehan  Hak Atas  Tanah dan  
Bangunan,  nama waj ib  pa jak  Suwandi  Ib rah im  le tak  
objek  pajak  J l .  Abepanta i  Tanah Hi tam,  Kelu rahan  
Asano,  luas  2.937  M2,  sebesar  Rp.  14.375 .550 , -  (empat  
be las  ju ta  t i ga  ra tus  tu j uh  puluh  l ima  r ibu  l ima  
ra tus  l ima  puluh  rup iah  te r t angga l  04 Oktober  2010,  
( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - -

T–

17:  

Resume Rapat  Penye lesa ian  Masalah  atas  Sura t  
Kebera tan  Saudara  George  Arno ld  Awi  te rhadap  
Pelepasan  Hak Atas  Tanah Adat  yang  d ibua t  o leh  
Herod ia  Awinero  atas  nama Suwandi  Ib rah im  dan  
Pelepasan  Hak Atas  Tanah Adat  yang  d ibua t  o leh  Al f r ed  
Awinero  atas  nama Jasmani  te r l e t a k  d i  Kelu rahan  
Asano,  te r t angga l  15 Oktober  2010,  ( fo t o  copy  sesua i  
dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
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T–

18:  

Daf ta r  hadi r  Peser ta  Rapat  Penye lesa ian  Masalah  
Kebera tan  Saudara  George  Arno ld  Awi  te rhadap  
Pelepasan  Hak Atas  Tanah Adat  Atas  Nama Jasmani  dan  
Suwandi  Ib rah im ,  tempat :  Ruang Rapat  Kanto r  
Per tanahan  Kota  Jayapura ,  Har i  Jumat  tangga l  15 
Oktober  2010,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  t i dak  mengajukan  saks i  

d ipe rs i dangan  walaupun  te lah  diber i  kesempatan  o leh  Maje l i s  

Hakim;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya ,  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  bukt i -

bukt i  te r t u l i s  berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermete ra i  cukup  

yang  dibe r i  tanda  T. I I . I n t - 1  sampai  dengan  T. I I . I n t - 9,  

dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

T. I I . I n t

- 1:  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  02168/Ke lu rahan  Asano  

tangga l  27  Januar i  2011,  Sura t  Ukur  

No.55 /Asano/2010  tangga l  21  September  2010  luas  

2.937  M2,  atas  nama Suwandi  Ib rah im ,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 2:  

Akta  Jua l  Bel i  Nomor:  11/PPAT/AJB/VI I I / 2 010  
tangga l  15 Jun i  2010 oleh  Pejaba t  Pembuat  Akta  
Tanah Dis t r i k  Abepura  anta ra  Herod ia  Awinero  
sebaga i  Pihak  Per tama dengan Suwandi  Ib rah im  
sebaga i  Pihak  Kedua,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 3:  

Sura t  Kete rangan  Kepala  Kelu rahan  Asano Nomor:  
593/131 /2010  tangga l  20 Maret  2010,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 4:  

Sura t  pernya taan  Obeth  M. Awinero  sebaga i  Kepala  
Suku Awinero ,   tangga l  20 Maret  2010 yang  
menyatakan  tanah  se luas  3.280  M2 ada lah  mi l i k  
Herod ia  Awinero  yang  kemudian  di j ua l  kepada  
Suwandi  Ib rah im ,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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T. I I . I n t

- 5:  

Sura t  Gugatan  George  Arno ld  Awi  kepada  Suwandi  
Ib rah im  Dkk.  te r t angga l  14 Maret  2011,  te rda f t a r  
d i  Pengadi l an  Neger i  Jayapura  Regis te r  Perkara  
No. :  121/pd t .G /2010 /PN.JPR,  ( fo t o  copy  sesua i  
dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -    

T. I I . I n t

- 6:  

Sura t  Kete rangan  Pani te ra  Sekre ta r i s  Pengad i l an  
Neger i  Jayapura  Nomor:  
W30.U1/1516 /HK.09 .01 /X I / 2010  tangga l  26 November  
2010,  yang  menyatakan  t i dak  sebaga i  te rdakwa  
maupun te rp i dana  dalam perkara  p idanan  atas  nnama 
Herod ia  Awi  Nero  dan Suwandi  Ib rah im ,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

T. I I . I n t

- 7:  

Sura t  Kete rangan  Pani te ra  Sekre ta r i s  Pengad i l an  
Neger i  Jayapura  Nomor:  
W30.U1/1582 /HK.09 .01 /X I / 2010  tangga l  10 Desember  
2010,  yang  menyatakan  t i dak  ada gugatan  atas  nama 
George  Arno ld  Awi ,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

T. I I . I n t

- 8:  

Resume Rapat  Penye lesa ian  Masalah  atas  Sura t  
Kebera tan  Saudara  George  Arno ld  Awi  te rhadap  
Pelepasan  Hak Atas  Tanah Adat  yang  d ibua t  o leh  
Herod ia  Awinero  atas  nama Suwandi  Ib rah im  dan  
Pelepasan  Hak Atas  Tanah Adat  yang  d ibua t  o leh  
Al f r ed  Awinero  atas  nama Jasmani  te r l e t a k  di  
Kelu rahan  Asano,  te r t angga l  15 Oktober  2010,  
( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 9:  

Sura t  Kete rangan  Hibah  Hak Atas  Tanah Adat  o leh  
Obeth  M. Awi  Nero  Dkk.  Kepada Herod ia  W. Awi  Nero  
te r t angga l  4 Januar i  1991,  ( fo t o  copy  sesua i  
dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 10:  

Sura t  Keputusan  Sidang  Keondoaf i an  Naf r i  Sembekra  
Jeuw,  te r t angga l  05 Maret  2004,  ( fo t o  copy  dar i  
fo to  copy) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 11:  

Sura t  Pelepasan  Hak Atas  Tanaha Adat  anata r  Yakop  
Awi  Nero  sebaga i  Pihak  Per tama dengan  Andi  
Massarapa ’  te r t angga l  31 Desember  1990 ,  ( fo t o  
copy  dar i  fo to  copy) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 12:  

Ber i t a  Acara  Pengal i han  Hak Atas  Tanah dan  
Pembayaran  Sisa  Dana Gant i  Rugi  Tanah Lokas i  
Pemukiman Warga Ex Kebakaran  APO Panta i  yang  
te r l e t a k  di  Tanah Hi tam Kelu rahan  Asano,  Dis t r i k  
Abepura ,  te r t angga l  28 November  2002,  ( fo t o  copy  
dar i  fo to  copy) ;

T. I I . I n t

- 13:  

Sura t  Keluarga  Besar  Awi  Nero  kepada  Waki l  
Wal iko ta  te r t angga l  19 Jun i  2001 per iha l  
Permin taan  Panja r  Tanah Pemindahan  Masyaraka t  APO 
Panta i  Jayapura ,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ;  
- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  
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sura t  te rsebu t ,  Tergugsa t  I I  In te r vens i   juga  te l ah  

mengajukan  3  ( t i ga  )  orang  saks i  d i  pers i dangan  yang  

member ikan  kete rangannya  di  bawah sumpah yang  pada  pokoknya  

menerangkan  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. SAKSI :  MERDEKAY AWI  (OBETH  AWINERO):  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa Saks i  ada lah  Kepala  Suku  Awinero  ;

- bahwa bi l a  ada permasa lahan  di  Warke  Penengahnya  adalah  

Sembekra ,  dan  beg i t u  juga  seba l i k nya  ;

- bahwa  tanah  objek  sengke ta  d ibe r i k an  dengan  h ibah  

kepada  Herod ia  Awinero  dar i  Orang  tua  kami  (Herod ia  

ad ik  kandung  saks i )  ;

- bahwa  tanah  objek  sengke ta  d ih i bahkan  kepada  Herod ia  

Awinero  pada  tahun  1991  ;

- bahwa  Herod ia  Awinero  berada  dibawah  keondoaf i an  

Warke  ;

- bahwa  saat  d ibua t  sura t  h ibah ,  Yacub  Y.  Awi  Nero  dan 

Polyka rpus  F.  Awi  Nero  tu run  ke  lokas i  tanah  yang  

dih i bahkan  ;

- bahwa  syra t  h ibah  di tandan tangan i  Saks i  k arena  kedua  

tangan  orang  tua  saks i  cacat  ( t i dak  mempunyai  tangan)  

seh ingga  untuk  sura t - sura t  yang  di tanda tangan i  orang  

tua ,  saks i  yang  tanda tangan  ;
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2. SAKSI :   ZETH  S.  AWINERO:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa  tanah  objek  sengke ta  d ih i bahkan  kepada  Herod ia  

Awinero  pada  tangga l  04  Januar i  1991  ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  lokas i  tanah  yang  di j ua l  Ny.  

Herod ia  Awi  Nero  kepada  Suwandi  Ib rah im  di  Tanah  Hi tam  

;

- bahwa  batas - batas  tanah  objek  sengketa  sebe lah  bara t  

dengan  Ja lan ,  Sebelah  Timur  dengan  Andi  Masrapa,  

sebe lah  Utara  denan  Freder i k  Pai runan  (Tower )  sebe lah  

Sela tan  denan  ja l an  ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  Ny.  Herod ia  Awi  Nero  menjua l  

lokas i  tanah  objek  sengketa  kepada  Suwandi  Ib rah im  pada  

tahun  2010  ;

- bahwa  saks i  hadi r  pada  saat  d i l akukan  pengukuran  di  

lokas i  o leh  Kantor  Per tanahan  (BPN)  ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  s iapa  yang  menjua l  tanah  kepada  

Andi  Masrapa  ada lah  Yehuda  Awi  Nero  ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  s iapa  yang  menjua l  tanah  kepada  

Freder i k  Pai runan  ada lah  Vik to r  Awi  Nero  ;

- bahwa  Akta  Jua l  Bel i  (AJB)  anta ra  Herod ia  Awinero  

dengan  Suwandi  Ib rah im  dibua t  d i  Kanto r  Dis t r i k  

Abepura ,  yang  saks i  had i r i  ;
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- bahwa  Sony  Awi  datang  ke  Kantor  Dis t r i k  Abepura  karena  

dipangg i l  ;

- bahwa  jua l  bel i  d i t anda tangan i  Sony  Awi  ;

- bahwa  saks i  hadi r  saat  d i l akukan  pengukuran  karena  

Herod ia  ada lah  ad ik  kandung  saks i ,  dan  sudah  

menyerahkan  kepada  saks i  sega la  sesuatu  menyangkut  

lokas i  te r sebu t  ;

- bahwa saat  ada per temuan  di  Kanto r  Per tanahan  Penggugat  

had i r  du luan ,  te rus  menyampaikan  kebera tan  ada  

per temuan,  karena  saat  saat  i t u  ada kedukaan  di  kampung  

ya i t u  meningga lnya  Ondoaf i  Sony  Awi  ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  ada  gugatan  Penggugat  kepada  

T. I I  In te r vens i  d i  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  pada  

tangga l  21  Desember  2010  ;

3. SAKSI :  Drs.  LODIWYQ  NERO:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- bahwa  saks i  mengetahu i  lokas i  tanah  yang  di j ua l  Ny.  

Herod ia  Awi  Nero  kepada  Suwandi  Ib rah im  di  Tanah  Hi tam  

;

 

- bahwa  saks i  mengetahu i  ukurannya  ada lah  80  x  42  M ;
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- bahwa  saks i  i ku t  ke  Kantor  Dis t r i k  Abepura  untuk  

membuat  AJB  ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  saat  Terguga t  I I  In te r vens i  

mengajukan  permohonan  ser t i p i k a t  lokas i  ob jek  sengketa  

ke  BPN  ;

- bahwa  penggugat  mengajukan  kebera tan  penerb i t an  

ser t i p i k a t   ob jek  sengketa  seh ingga  BPN mengundang  

pihak  pihak  yang  te rka i t  dengan  lokas i  tanah  i t u  untuk  

penye lesa ian  masalahnya  ;

- bahwa  saks i  mengiku t i  proses  sampai  saat  d i l akukan  

pengukuran ,  sete lah  i t u  menjad i  urusan  BPN  dan  

Kelu rahan  ;

- bahwa  Dalam  adat  Naf r i  ada  tanah- tanah  yang  

pelepasannya  per l u  mengetahu i  ondoaf i  dan  ada  yang  

t i dak ,  lokas i  ob jek  sengketa  ada lah  mi l i k  oto r i t a s  

kepa la  suku  ;

- bahwa  Tanah- tanah  keondoaf i an  pelepasannya  per lu  

dike tahu i  ondoaf i  ya i t u  tanah  yang  dipero l eh  sete lah  

diben tuk  keondoaf i an ,  dan bukan  tanah  pembagian  war isan  

dar i  suku  ;

- bahwa  dalam  tanah  objek  sengketa  t i dak  ada  kewenangan  

ondoaf i  ;

Menimbang,  bahwa pada  akh i rnya  Penggugat  dan  Terguga t  

I I  In te r vens i  te l ah  menyerahkan  kes impu lan  masing- masing  

te r t angga l  21  Oktober  2011,  sedangkan  Tergugat  t i dak  
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mengajukan  kes impu lan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mempers ingka t  putusan  in i  

sega la  sesuatu  yang  te rmuat  da lam  ber i t a  acara  pers i dangan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa para  pihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan .  Oleh  karena  

i t u ,  Maje l i s  Hakim  mengambi l  putusan  berdasarkan  

per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  d iu ra i kan  

ber i ku t  in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam duduk  perkara  d i  atas  ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  :  02168 

tangga l  27  Januar i  2011,  Luas  2.937  M2,  Kelurahan  Asano,  

Sura t  Ukur  No. 55/Asano /2010  tangga l  03  Mei  2010  atas  nama 

Suwandi  Ib rah im  (buk t i  T I I  In t  1) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  dar i  p ihak  

ket i ga  yakn i ,  mela lu i  Sura t  Permohonan  tangga l  14  Jun i  2011  

yang  dida f t a r kan  pada  tangga l  15  Jun i  2011,  d imana  p ihak  

ket i ga  te rsebu t  te l ah  mengajukan  permohonan  untuk  bergabung  

dalam perkara  in i  maka berdasarkan  pasa l  83 ayat  (1 )  dan (2 )  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009  o leh  Maje l i s  Hakim  permohonan  te rsebu t  te lah  

dikabu l kan ,  sebaga imana  te lah  di te t apkan  dalam Putusan  Sela  

tangga l  12 Ju l i  2011 ;

Menimbang,  bahwa Penggugat  da lam dal i l - da l i l  gugatan nya 

pada  pokoknya  menyatakan  t i ndakan  Tergugat  da lam menerb i t kan  

objek  sengke ta  a  quo  te l ah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  yang  ber laku  ser ta  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang Baik  ;
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Menimbang,  bahwa  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

te lah  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  a  quo  yang  

te r t uang  dalam  Jawabannya  masing- masing  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  objek  sengketa  t i dak  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  dan Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  ;

Menimbang,  bahwa dalam Jawaban  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  te r sebu t  te rmuat  pu la  mengenai  Ekseps i ,  yang  mana 

dalam Ekseps inya  Tergugat  menyatakan  Gugatan  Kabur  ( obscuur  

l i be l s ) ,  sedangkan  da lam Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  pada  

pokoknya  menyatakan  Penggugat  Belum  Berkwal i t a s  Mengajukan  

Gugatan  dan Gugatan  Kabur  ( obscuur  l i be l s )  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  mencermat i  

Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t ,  

menuru t  Maje l i s  Hakim dengan  berpedoman pada  keten tuan  Pasal  

77  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  maka  Ekseps i  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  adalah  Ekseps i  La in - la i n  yang  hanya  dapat  d ipu tus  

bersama dengan pokok  sengketanya  ;

Menimbang,  bahwa sebe lum  mempert imbangkan  Ekseps i  yang  

dia j ukan  Terguga t  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  a  quo ,  

berdasarkan  Pasal  77  Ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun 

1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  Maje l i s  Hakim akan  

mempert imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  mengenai  kewenangan  

Pengad i l an ,  apakah  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  berwenang  

untuk  mengadi l i  sengke ta  a quo  ;

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya  Penggugat  mendal i l k an  

sebaga i  pemi l i k  sah  atas  seb idang  tanah  adat  se luas  2.937  M2 

(dua  r i bu  Sembi lan  ra tus  t i ga  puluh  tu juh  meter  perseg i ) ,  

yang  te rmasuk  bag ian  dar i  tanah  adat  AWIYO MHO, te r l e t a k  di  

samping  Ja lan  Raya  Abepanta i ,  Kelu rahan  Asano,  Dis t r i k  

Abepura ,  yang  Pengugat  pero leh /m i l i k i  secara  tu run - temurun  

dalam  s is t em  keondoaf i an  AWI  WARKE,  te rnya ta  te l ah  di j ua l  

o leh  HERODIA  AWINERO yang  secara  hukum adat  Naf r i  t i dak  

berwenang  untuk  menjua l  tanah  te rsebu t  kepada  SUWANDI 

IBRAHIM,  dan  karena  i t u  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

perda ta  mengenai  hak  mi l i k  ke  Pengad i l an  Neger i  Klas  IA  
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Jayapura  yang  te rda f t a r  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor:  

121/Pd t .G /2010 /PN- JPR  te r t angga l  22  Desember  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  dal i l  gugatan  Penggugat  

juga  menyatakan  sementara  perkara  perda ta  mengenai  hak  mi l i k  

sedang  diper i k sa  di  Pengadi l an  Neger i  Klas  I  A Jayapura ,  

te rnya ta  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  02168  te r t angga l  27  Januar i  2011,  luas  2.937  M2,  

Kelu rahan  Asano,  Sura t  Ukur  No.55/Asano/2010  te r t angga l  21  

September  2010  atas  nama  SUWANDI  IBRAHIM;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  da l i l  Penggugat  te rsebu t  Tergugat  

I I  In te r vens i  menyatakan  bahwa o leh  karena  Perad i l an  Perda ta  

masih  sedang  ber langsung  di  Pengadi l an  Neger i  Jayapura  dan  

atau  belum  ada  putusan  Pengadi l an  yang  mempunya i  kekuatan  

hukum  te tap ,  yang  menyatakan  tanah  objek  sengketa  

(Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  02168)  sebaga i  mi l i k  Penggugat ,  

maka Penggugat  be lum mempunya i  dasar  hukum untuk  menyatakan  

tanah  obyek  ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  02168  sebaga i  

mi l i knya ,  dengan  demik ian  pu la  Penggugat  be lum  mempunyai  

dasar  hukum  menyatakan  kepent i ngannya  di rug i kan  dengan  

di t e rb i t k annya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  

obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  apakah  sengketa  in  

casu  merupakan  Kewenangan  Abso lu t  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i nya  dengan  ura ian  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;

Bahwa  keten tuan  Pasa l  50  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  sebaga i  

ber i ku t  :

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ber tugas  dan  berwenang  
memer iksa ,  memutus ,  dan  menyelesa i kan  Sengketa  Tata  
Usaha  Negara  di  t i ngka t  per tama  ;

42

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  keten tuan  mengena i  penger t i an  Sengketa  

Tata  Usaha Negara  sebaga imana  keten tuan  Pasal  50 te rsebu t  d i  

atas  dia tu r  da lam Pasa l  1  ayat  (10)  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga i  

ber i ku t  :

Sengketa  Tata  Usaha  Negara  ada lah  sengketa  yang  t imbu l  
da lam bidang   ta ta  usaha  negara  anta ra  orang  atau  badan  
hukum  perda ta  dengan  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  
negara ,  ba ik  di  pusat  maupun  di  daerah ,  sebaga i  ak iba t  
d ike lua r kannya  keputusan  ta ta  usaha  negara ,  te rmasuk  
sengketa  kepegawaian  berdasarkan  pera tu ran  perundang-
undangan  yang  ber laku .

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  untuk  menentukan  apakah  

sengketa  yang  t imbu l  anta ra  Penggugat  di  satu  p ihak  dengan  

Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  d i  la i n  pihak  merupakan  

Kewenangan  Absolu t  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Maje l i s  

Hakim  akan  mencermat i  fak ta - fak ta  hukum  berdasarkan  a la t  

bukt i  sura t  maupun kete rangan  saks i  yang  dia j ukan  para  pihak  

mengacu  pada  keten tuan  Pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  

5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  yang  pada  

pokoknya  menyatakan  bahwa Hakim menentukan  beban  pembukt i an ,  

s iapa  yang  membukt i kan  dan peni l a i an  atas  pembukt i an  ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendal i l k an  objek  sengketa  

di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  d ia tas  tanah  mi l i k  Penggugat  

berdasarkan  hak  war i s  tu run  temurun  dengan  fak ta - fak ta  

sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  Penggugat  ada lah  sa lah  satu  ah l i  war i s  pemi l i k  

tanah  adat  Waenaby dan Awiyo  te r l e t a k  d i  Kelurahan  Asano,  

Kecamatan  Abepura  yang  d idapa tkan  dar i  ayahnya  Enos  Awi  

berdasarkan  Sura t  Keterangan  Ahl i  Waris  dar i  Kepala  Desa 

Naf r i  tangga l  26  Oktober  1995  (v i de  Bukt i  P- 4)  ;

- Bahwa  Penggugat  dise rahkan  hak  war i san  atas  tanah  dar i  

Pewar i s  Enos Awi  atas  se lu ruh  tanah- tanah  adat  mi l i k  Suku  

Awi  dengan  nama tanah  adat  Waenaby,  Syahamho dan Awiyomho 

yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Asano,  Kecamatan  Abepura  

berdasarkan  Sura t  Penyerahan  Hak  Warisan  te r t angga l  27  
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Oktober  1995  dan  te rda f t a r  d i  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  

Nomor  Reg.W19.DB.HT.01 .10  tanga l  04  Maret  1996  (v ide  

Bukt i  P- 6)  ;

- Bahwa  Penggugat  dinya takan  dan  diaku i  sebaga i  Ondoaf i  

Warke  di  Kampung Nafr i  yang  d i t anda tangan i  o leh  3 ( t i ga )  

Kepala  Suku pada  Keondoaf i an  Warke  yakn i  Kepala  Suku Uyo,  

Tjoe  dan Fingkreuw  berdasarkan  Sura t  Pernya taan  Pengakuan  

te r t angga l  17  Desember  2010  (v ide  Bukt i  P- 10)  ;

- Bahwa  Penggugat  dinya takan  dan  diaku i  sebaga i  Ondoaf i  

Warke  di  Kampung  Nafr i  yang  di tanda tangan i  o leh  Ondoaf i  

Sembekra  Kampung  Nafr i  dan  4  (empat )  Kepala  Suku  pada  

Keondoaf i an  Sembekra  yakn i  Kepala  Suku  Taniauw,  

Merahab ia ,  Hanuebi  dan  Wamiauw  berdasarkan  Sura t  

Pernya taan  Pengakuan  te r t angga l  20  Desember  2010  (v i de  

Bukt i  P- 11)  ;

- Bahwa Penggugat  te lah  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Jayapura  untuk  t i dak  menerb i t kan  

ser t i f i k a t  te rhadap  bidang  tanah  a quo  dengan  mengi r imkan  

sura t  Nomor  :  05/SK/KABA/XI I / 2010  tangga l  08  Desember  

2010  per iha l  mohon  t i dak  menerb i t kan  ser t i f i k a t  (v i de  

Bukt i  P- 14)  dan   sura t  Nomor  :  08/SK/KABA/XI I / 2010  

tangga l  22  Desember  2010  per iha l  mohon t i dak  menerb i t kan  

ser t i f i k a t  (v ide  Bukt i  P- 15)  dan  sura t  te r sebu t  te l ah  

di t e r ima  oleh  Kanto r  Per tanahan  Kota  Jayapura  berdasarkan  

Agenda  Sura t  Masuk  (v i de  Bukt i  P- 16)  ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  sesua i  bukt i  T. I I . I n t - 2  = 

T–2  berupa     Akta  Jua l  Bel i  Nomor:  11/PPAT/AJB/VI I I / 2 010  

tangga l  15 Jun i  2010 oleh  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah Dis t r i k  

Abepura  anta ra  Herod ia  Awinero  sebaga i  Pihak  Per tama  dengan  

Suwandi  Ib rah im  sebaga i  Pihak  Kedua dan  bukt i  T  I I  In t - 1 

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  02168/Ke lu rahan  Asano  tangga l  27  

Januar i  2011,  Sura t  Ukur  No.55 /Asano /2010  tangga l  21  

September  2010  luas  2.937  M2,  atas  nama Suwandi  Ib rah im  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  membantah  dal i l  

Penggugat  yang  menyatakan  pada  bu lan  Agustus  sampai  pada  

bulan  Desember  2010  te l ah  mengajukan  kebera tan  d i  Pengadi l an  

Neger i  Jayapura  adalah  t i dak  benar ,  karena  dalam  sura t  

kete rangan  Pengadi l an  Neger i  Jayapura  pada  bulan  Nopember  

dan  bulan  Desember  2010  menyatakan ,  t i dak  te rdapa t  nama 

George  Arno ld  Awi ,  Zeth  Awinero ,  Herod ia  Awinero ,  Suwandi  

Ib rah im ,  sebaga i  p ihak- pihak  yang  berperka ra  di  Pengad i l an  

Neger i  Jayapura ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  

d i  atas  dapat  d is impu lkan  bahwa  da lam  proses  penerb i t an  

objek  sengke ta  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  te lah  

menimbulkan  perse l i s i h an  hak  /  sengketa  mengena i  kepemi l i k an  

tanah  anta ra  Penggugat  di  satu  pihak  dengan  Tergugat  I I  

In te r vens i  d i  la i n  p ihak ,  d imana  Penggugat  mendal i l k an  tanah  

objek  sengke ta  a  quo  ada lah  merupakan  tanah  adat  yang  

dimi l i k i n y a  yang  dipe ro l eh  dengan  war i san  secara  tu run  

temurun ,  sedangkan  Tergugat  I I  In te r vens i  mendal i l k an  

sebaga i  orang  yang  memi l i k i  a las  hak  yang  sah  atas  tanah  

objek  sengketa  te rsebu t  yang  dahu lunya  d imi l i k i  o leh  Herod ia  

Awinero  dan  te l ah  dia l i h kan  kepada  Tergugat  I I  In te r vens i ,  

atau  dengan  kata  la i n  berdasarkan  ala t  bukt i  sura t  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  di  satu  pihak  dan  ala t  bukt i  sura t  

yang  dia j ukan  Tergugat  I I  In te r vens i  d i  la i n  p ihak  masing-

masing  mendal i l k an  sebaga i  pemi l i k  yang  sah  atas  bidang  

tanah  objek  sengke ta  in  casu  ;

Menimbang,  bahwa Penggugat  menyatakan  te lah  pula  mengajukan  

gugatan  perdata  berka i tan  dengan  kepemi l i kan  atas  tanah  objek  

sengketa  in  casu  pada Pengadi lan  

Neger i  Jayapura  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

121/Pd t .G .2010 /PN- JPR tangga l  21  Desember  2010  (v i de  Bukt i  

P- 15)  ;

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim menyela raskan  sengketa  in  

casu  dengan  Kaidah- ka idah  Hukum yang  te rben tuk  berdasarkan  
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Yur isp rudens i  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  sebaga i  

ber i ku t  :

- Nomor  :  88  K/TUN/1993  tangga l  7  September  1994  

menyatakan  :  meskipun  sengketa  te r j ad i  ak iba t  dar i  sura t  

keputusan  pejaba t ,  te tap i  perka ra  te rsebu t  menyangkut  

pembukt i an  hak  mi l i k  atau  tanah  gugatan  harus  dia jukan  

te r l eb i h  dahu lu  ke  perad i l an  umum  karena  merupakan  

sengketa  perda ta  ;

- Nomor  :  22  K/TUN/1998  tangga l  27  Ju l i  2001  menyatakan  :  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  berka i t an  dengan  masalah  

kepemi l i k an  t i dak  te rmasuk  wewenang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i n ya ,  mela inkan  

wewenang  Perad i l an  Umum dengan  mel iba t kan  semua  pihak  

yang  berkepent i ngan  ;

- Nomor  :  445 K/TUN/2005  tangga l  03 Apr i l  2007 menyatakan  :  

sengketa  kepemi l i k an  harus  di te t apkan  te r l eb i h  dahulu  

pihak - pihak  yang  berhak  atas  tanah  te rsebu t  mela lu i  

Perad i l an  Umum  (perka ra  perda ta )  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum  dan  

ura ian  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas  Maje l i s  Hakim 

menyimpulkan  bahwa  ob jek  sengketa  yang  di te rb i t k an  oleh  

Tergugat  ada lah  te rhadap  bidang  tanah  yang  berasa l  dar i  

pe lepasan  tanah  adat  kepada  Tergugat  I I  In te r vens i  ha l  mana 

te lah  menimbulkan  sengketa  kepemi l i k an  anta ra  Penggugat ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  dan  pihak - pihak  la i n  yang  berka i t an  

dengan  tanah  a  quo ,  dan  dengan  memperhat i kan  Kaidah- ka idah  

Hukum  yang  te rben tuk  berdasarkan  Yur i sp rudens i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

Maje l i s  Hakim berpendapat  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  t i dak  

berwenang  untuk  mengadi l i  sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  t i dak  berwenang  untuk  mengadi l i  

sengketa  a  quo,  maka  Ekseps i  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  t i dak  per lu  d ipe r t imbangkan  lag i  ;
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DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  te rsebu t  d i  atas  te l ah  

menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  

untuk  mengadi l i  sengke ta  a  quo ,  maka  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  Ontvanke l i j k e  

Verk laa rd )  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  mengena i  pokok  

perkaranya  t i dak  dipe r t imbangkan  lag i  ;

Menimbang,  bahwa Penggugat  da lam gugatannya  juga  memohon 

kepada  Pengad i l an  agar  menunda  pelaksanaan  ob jek  sengketa  

sampai  mempero leh  Putusan  yang  berkekua tan  hukum  te tap ,  

namun  oleh  karena  dalam  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

sebe lumnya  te l ah  menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

t i dak  berwenang  untuk  mengadi l i  sengketa  a  quo ,  maka 

te rhadap  permohonan  penundaan  objek  sengketa  t i dak  re levan  

untuk  d ipe r t imbangkan  lag i ,  o leh  karenanya  permohonan  

penundaan  Penggugat  te rsebu t  harus  di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  te l ah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  maka  dengan  berpedoman pada 

keten tuan  Pasa l  110 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Penggugat  di hukum untuk  

membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  d i t e ntu kan  dalam 

amar  Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim karena  din i l a i  t i dak  ada  re levans i  dengan  

per t imbangan- per t imbangan  in  l i t i s ,  akan  te tap  te r l amp i r  

da lam  berkas  perkara  sebaga i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dengan Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  per t imbangan  sengketa  in  casu  

te rdapa t  perbedaan  pendapat  ( dissen t i ng  op in i on )  dar i  sa lah  

satu  Hakim  Anggota  yang  akan  menjad i  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan Putusan  in i  ;
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Memperhat i kan  keten tuan  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  te lah  diubah  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  ser ta  Pera tu ran  Hukum la i nnya  yang  berka i t an  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N G A D I  L I  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN

Menolak  Permohonan Penundaan Penggugat  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  t i dak  berwenang  mengadi l i  

sengketa  a  quo  ;

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  ( Nie t  Ontvanke l i j k e  

Verk laa rd )  ;

 

3. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  

b iaya  perkara  sebesar  Rp.  532.000 , -  

( Lima  Ratus  Tiga  Puluh  Dua  Ribu  

Rupiah )  ;

Demik ian  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  pada har i  Jumat ,  

tangga l  28  Oktober  2011  yang  te rd i r i  dar i  CECKLY J.  KEREH, 

S.H.  se laku  Hakim Ketua  Maje l i s ,  TAUFIK ADHI  PRIYANTO,  S.H.  

dan  ERICK  S.  SIHOMBING,  S.H.  masing- masing  se laku  Hakim 

Anggota ,  Putusan  mana  diucapkan  da lam  s idang  yang  te rbuka  

untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  

dengan  diban tu  oleh  ANANIAS RATAKURAI,  S.H.  se laku  Pani te ra  

Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dengan  

dihad i r i  o leh  Kuasa  Penggugat ,  Kuasa  Tergugat  I I   In te r vens i  
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dan tanpa  dihad i r i  o leh  Tergugat  ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

Matera i  Rp.  6.000 , -

t t d               t t d

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H. CECKLY J.  KEREH, S.H.

 t t d

 ERICK S.  SIHOMBING,  S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

ANANIAS RATAKURAI,  S.H.

- - - - - - - - - - - - - -  PENDAPAT BERBEDA ( DISSENTING OPINION)  

- - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  Putusan  te rsebu t ,  dengan  memperhat i kan  

keten tuan  Pasa l  14  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  

2009  ten tang  Kekuasaan  Kehak iman,   Hakim  Tauf ik  Adhi  

Priyanto  mempunyai  pendapat  berbeda  ( dissen t i ng  op in i on )  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  kepent i ngan  dalam  proses  berperka ra  di  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  leb ih  luas  

penger t i annya  dengan  perkara  perda ta  yang  mana 

masalah  kepent i ngan  d ika i t k an  dengan  hak  

keperda taan ,  sedangkan  di  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  berka i t an  dengan  n i l a i  yang  harus  

di l i n dung i  o leh  hukum yang  t i dak  hanya  te rba tas  

pada hak  yang  bers i f a t  keperda taan  ;

2. Bahwa ob jek  sengketa  in  casu  ada lah  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  bukan lah  merupakan  perbua tan  
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Hukum  Perda ta ,  seh ingga  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  berwenang  untuk  memer iksa ,  mengadi l i ,  dan  

memutus  perkaranya ,  ha l  te rsebu t  berdasarkan  

pendapat  sebaga i   ber i ku t  ;  

3. Bahwa  te rka i t  dengan  kepent i ngan  dalam  ha l  

keperda taan ,  d i t emukan  fak ta  hukum bahwa Penggugat  

te lah  melakukan  upaya  hukum  ya i t u  mengajukan  

Gugatan  di  Pengad i l an  Neger i  berdasarkan  SKUM 

tangga l  21  Desember  2010  (v i de  lampi ran  Bukt i  P-

15)  ;  

4. Bahwa te rka i t  dengan  ni l a i  yang  harus  di l i n dung i  

o leh  hukum,  di t emukan  fak ta  bahwa  Penggugat  

menyampaikan  kebera tan  kepada  Tergugat  mela lu i  

sura t  Nomor  05/SK/KABA/XI I / 2 010  ber tangga l  08 

Desember  2010  (v i de  Bukt i  P- 14) ,  dan  se lan ju t nya  

Penggugat  menyampaikan  kebera tan  mela lu i  Sura t  

Nomor  08/SK/KABA/XI I / 2010  ber tangga l  22  Desember  

2010  dengan  d i l amp i r kan  SKUM pendaf t a r an  Gugatan  

di  Pengadi l an  neger i  dengan  SKUM ber tangga l  21  

Desember  2010,  per iha l  Sura t  d imaksud  ada lah  Mohon 

untuk  t idak  menerbi tkan  Sert ip ika t ,   da lam is i nya  

pada     pokoknya     masalah  keperda taan  masih  

diu j i  o leh  Pengad i l an  Neger i  dengan  reg i s t e r  

perkara  nomor  121/Pdt .G /2010 /PN- JPR,  ser ta  da lam 

Sura t  te rsebu t  d ican tumkan  keten tuan  pasa l  45 ayat  

(1 )  huru f  e  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  tahun  

1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,  yang  menyatakan  

bahwa  Badan  Per tanahan  Nasiona l  d i l a r ang  

menerb i t kan  ser t i p i k a t  te rhadap  tanah  yang  menjad i  

ob jek  sengketa  d i  pengad i l an ,  dan  mohon  kepada  

bapak  kepa la  kanto r  per tanahan  untuk  t i dak  

melan ju t kan  proses  penerb i t an /  atau  t i dak  

menerb i t kan  ser t i p i k a t  (v ide  Bukt i  P- 15)  ;

5. Bahwa se lan ju t nya  di temukan  fak ta  hukum,  sebe lum 

sampai  kepada  gugatan  perda ta ,  Penggugat  te lah  

menyampaikan  sura t  kebera tan  te r t angga l  18 Agustus  
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2010 dan sura t  te r t angga l  24 Agustus  2010 dan atas  

kebera tan  te rsebu t  d iupayakan  penye lesa ian  o leh  

Tergugat  berdasarkan  Bukt i  Sura t  T- 17=TI I . I n t - 8,  

rapa t  te rsebu t  d i l aksanakan  pada  tangga l  15  

Oktober  2010  namun  Penggugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  in  casu  t i dak  had i r  ;  

6. Bahwa  te rhadap  kebera tan  dimaksud  belum  ada  

penye lesa iannya  ;    

7. Bahwa  te l ah  nyata  te r t uang  da lam  Ber i t a  Acara  

Pengesahan  Pengumuman  dan  Data  Yur id i s  nomor  

600/04 /BA/BPN tangga l  24  Januar i  2011  (v i de  Bukt i  

T- 13)  kebera tan - kebera tan  te rsebu t  d iaba i kan  oleh  

Tergugat ,  dengan  fak ta  hukum  Terguga t  member i  

tanda  centang  kepada  ko lom “ t i dak  ada  kebera tan ” ,  

semest i nya  berdasarkan  fak ta  yang  patu t  d ibe r i  

tanda  adalah  ko lom  “ada  kebera tan  yang  be lum ada  

penye lesa iannya”  ;  

8. Bahwa  te lah  nyata  pu la  da lam  Daf ta r  Is i an  201  

Risa lah  Penel i t i a n  Data  Yur id i s  dan  Penetapan  

Batas  (v i de  Bukt i  T- 10)  ko lom sengketa  atas  tanah  

t i dak  d i i s i  (d i kosongkan) ,  dan  ko lom  kebera tan  

maupun  sta tus  tanah  sedang  dalam  Gugatan  ke  

Pengad i l an  dico re t ,  Bukt i  te rsebu t  ber tangga l  24 

januar i  2011 ;

9. Bahwa  se lan ju t nya  Objek  sengketa  di te rb i t k an  

Tergugat  pada  tangga l  27  Januar i  2011  (v i de  Bukt i  

TI I . I n t - 1)  ;

10. Bahwa te lah  dia tu r  da lam Pasa l  64 PMNA Nomor  3 tahun  

1997  Tentang  Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah,  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  (1 )  :  
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Sete lah  masa  pengumuman sebaga imana  dimaksud  

dalam Pasa l  63  berakh i r ,  maka data  f i s i k  dan  

data  yur i d i s  te rsebu t  d isahkan  oleh  Pani t i a  

ajud i kas i  dengan  Ber i t a  Acara  Pengesahan  Data  

Fis i k  dan Data  Yur id i s  (da f t a r  i s i an  202) .

Ayat  (2 )  :

Apabi l a  pada  waktu  pengesahan  data  f i s i k  dan  

data  yur i d i s  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 )  masih  ada  kekurang  lengkapan  data  atau  

masih  ada  kebera tan  yang  belum  dise lesa i kan ,  

maka  pengesahan  te rsebu t  d i l akukan  dengan  

cata tan  mengenai  ha l - ha l  yang  be lum  lengkap  

dan atau  kebera tan  yang  belum dise lesa i kan .

Ayat  (3 )  :

Kepada  pihak  yang  mengajukan  kebera tan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  

d isampaikan  pember i t ahuan  te r t u l i s  agar  

segera  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  

dengan  sura t  menuru t  contoh  sebaga imana  

te rcan tum dalam lampi ran  12.

Ayat  (4 )  :

Kebera tan - kebera tan  te rsebu t  d ida f t a r  dengan  

menggunakan  daf ta r  i s i an  309.  

11. Bahwa Sura t  yang  ber i s i  pember i t ahuan  adanya  Gugatan  

di  Pengadi l an  Neger i  te l ah  sampai  kepada  Terguga t  

sebe lum di te rb i t k annya  ser t i p i k a t ,  ya i t u  pada  tangga l  

23 Desember  2011,  berdasarkan  Bukt i  P- 16 ya i t u  agenda  

Sura t  masuk pada kanto r  Tergugat  ;  

12. Bahwa te lah  dia tu r  da lam keten tuan  Pasa l  45  ayat  (1 )  

huru f  e  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  Kepala  kanto r  Per tanahan  menolak  untuk  
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melakukan  pendaf ta r an  pera l i han  atau  pembebanan  hak  

j i k a  sa lah  satu  syara t  t i dak  te rpenuh i ,  syara t  yang  

dimaksud  dalam  huru f  e  ada lah  :  tanah  yang  

bersangku tan  merupakan  objek  di  Pengad i l an  ;

13. Bahwa te lah  pula  d ia tu r  da lam Keten tuan  Pasa l  30 ayat  

(1 )  huru f  c ,d ,  dan  e  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 

tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  menyatakan  

sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  (1 )  :

Atas  dasar  ala t  bukt i  dan  ber i t a  acara  

pengesahan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  

29 ayat  (3 )  hak  atas  b idang  tanah :

c.  

yang  data  f i s i k  dan  atau  data  yur i d i s nya  

disengke takan  te tap i  t i dak  d ia j ukan  

gugatan  ke  Pengadi l an  d i l akukan  

pembukuannya  dalam  buku  tanah  dengan  

cata tan  mengenai  adanya  sengketa  te rsebu t  

dan  kepada  p ihak  yang  kebera tan  

dibe r i t a hukan  oleh  Kepala  Pani t i a  

Ajud ikas i  untuk  pendaf t a ran  tanah  secara  

s is t emat i k  atau  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

untuk  pendaf t a ran  tanah  secara  sporad i k  

untuk  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  

mengenai  data  yang  disengke takan  dalam 

waktu  60  (enam  puluh )  har i  da lam 

pendaf ta r an  tanah  secara  s is temat i k  dan  90 

(sembi l an  puluh)  har i  da lam  pendaf t a ran  

tanah  secara  sporad i k  dih i t ung  se jak  

disampaikannya  pember i t ahuan  te rsebu t  ;

d.  

yang  data  f i s i k  dan  atau  data  yur i d i s nya  

disengke takan  dan  dia jukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  te tap i  t i dak  ada  per in t ah  dar i  
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Pengad i l an  untuk  sta tus  quo  dan  t i dak  ada  

putusan  peny i t aan  dar i  Pengad i l an ,  

d i l akukan  pembukuannya  dalam  buku  tanah  

dengan  cata tan  mengenai  adanya  sengketa  

te rsebu t  ser ta  ha l - ha l  yang  disengke takan ;

e.  yang  data  f i s i k  atau  data  yur i d i s nya  

disengke takan  dan  dia jukan  ke  Pengad i l an  

ser ta  ada  per in t ah  untuk  sta tus  quo  atau  

putusan  peny i t aan  dar i  Pengad i l an ,  

d ibukukan  dalam  buku  tanah  dengan  

mengosongkan  nama pemegang  haknya  dan  hal -

ha l  la i n  yang  disengke takan  ser ta  mencata t  

d i  da lamnya  adanya  s i t a  atau  per in t ah  

sta tus  quo te rsebu t .

14.  Bahwa  berdasarkan  Keten tuan  Pasa l  31  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah menyatakan  :  

Ayat  (2 )  :  

J ika  di  da lam  buku  tanah  te rdapa t  cata tan  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  30  ayat  (1 )  

huru f  b  yang  menyangkut  data  yur i d i s ,  atau  

cata tan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  30 

ayat  (1 )  huru f  c,  d  dan  e  yang  menyangkut  

data  f i s i k  maupun  data  yur i d i s ,  penerbi tan  

sert ip i ka t  di tangguhkan  sampai  catatan  yang 

bersangkutan  dihapus .

Penje lasan  Pasal  31  ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

Penerb i t an  Ser t i p i k a t  d imaksudkan  agar  

pemegang  hak  dapat  dengan  mudah  membukt i kan  

haknya .  Oleh  karena  i t u  ser t i f i k a t  merupakan  

ala t  pembukt i an  yang  kuat  sebaga imana  

dimaksud  Pasa l  19 UUPA.  Sehubungan  dengan  i t u  

apab i l a  masih  ada  ket i dakpas t i an  mengenai  hak  

atas  tanah  yang  bersangku tan ,  yang  te rnya ta  
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dar i  masih  adanya  cata tan  dalam  pembukuannya  

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  30 ayat  (1 ) ,  

pada  pr ins i pnya  ser t i p i k a t  belum  dapat  

d i t e rb i t k an .  Namun  apab i l a  cata tan  i t u  

mengenai  ket i dak l engkapan  data  f i s i k  yang  

t i dak  disengke takan ,  ser t i p i k a t  dapat  

d i t e rb i t k an .

14. Bahwa dengan  demik ian ,  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum 

yang  te ru ra i ,  te l ah  te rbuk t i  secara  admin i s t r a t i f  

adanya  Pelanggaran  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

di l akukan  Tergugat  da lam  Proses  Penerb i t an  objek  

sengketa ,  Terguga t  mengaba ikan  kepas t i an  hukum 

te rhadap  Data  Yur id i s  atas  tanah  yang  di tu j u  da lam 

objek  sengke ta  ;   

15. Berdasarkan  ura ian  te rsebu t ,  maka  norma  d imaksud  

ada lah  semata- mata  untuk  mencegah  jangan  sampai  

d i t e rb i t k an  Ser t i p i k a t  o leh  Tergugat  sebe lum 

dipero l eh  kepas t i an  hukum mengenai  data  yur id i s  atas  

tanah  yang  dimohonkan  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i ,  

Gugatan  Perdata  te l ah  dia j ukan  Penggugat  in  casu  dan 

dalam  proses  pemer iksaan  o leh  hak im  perda ta ,  

sedangkan  Gugatan  yang  di t u j u kan  kepada  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  ada lah  dalam  rangka  pencar i an  

kead i l an  adanya  pe langgaran  norma hukum admin is t r a s i ,  

dengan  t i dak  di te rb i t k annya  Ser t i p i k a t  (ob jek  

sengketa )  ten tu  t i dak  akan  sampai  kepada  Gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  o leh  karena  i t u  dengan  

di t e rb i t k annya  Ser t i p i k a t ,  maka  Ser t i p i k a t  (ob jek  

sengketa )  te rsebu t  murn i  kewenangan  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  untuk  memutusnya;  

16. Oleh  Karena  i t u ,  Hakim yang  memi l i k i  pendapat  berbeda  

berkes impu lan  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

berwenang  untuk  menguj i  keabsahan  ob jek  sengketa  dan  

menyatakan  Gugatan  Penggugat  patu t  untuk  dikabu l kan .  
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Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

480.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

12.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

10.000 , -

J U M L A H Rp
.

532.000 , -

( Lima Ratus  Tiga  Puluh  Dua Ribu  Rupiah )
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